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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019

Perekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   Sulteng

■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Jadi Raja Durian, Sulteng 
Perlu Siapkan 100 Ribu Lahan 

Bulog Tembus
3 Juta Ton Serapan 
Gabah-Beras Petani

Rekor Baru Penguatan Cadangan 
Pangan Nasional

Baca DAERAH Hal. 7

PT Vale Tebar 
Deviden Tunai, 
60 Persen dari 

Laba Bersih

Baca INFLASI Hal. 7

Baca BULOG Hal. 7

Baca PT VALE Hal. 7

Baca GUBERNUR Hal. 7

Dorong RUU 
Ketenagakerjaan 

Berpihak ke 
Tenaga Kerja Lokal

GUBERNUR SULTENG 

Daerah Penghasil Sawit Menopang Kemandirian Energi Nasional

SULTENG RAYA - Asosiasi Perkebunan 
Durian Indonesia (Apdurin) mengatakan 

Sulawesi Tengah (Sulteng) perlu 
menyiapkan lahan minimal 100 ribu 

hektare kalau bercita-cita ingin menjadi 
raja durian dunia.

“Semakin banyak kebun 
durian maka potensi Sulteng 
menjadi raja durian bisa ter-
wujud,” kata Ketua Apdurin 
Parigi Moutong Hengky Id-
rus di Parigi, Rabu, menang-
gapi pernyataan gubernur 
berkeinginan Sulteng ingin 
menjadi raja durian dunia. 

Menurut dia, pernyataan 
itu sebagai isyarat bahwa 
pengembangan sektor perta-
nian dan perkebunan menja-
di salah prioritas pemerintah 
daerah. 

Mewujudkan 100 ribu 
hektare perkebunan durian 
perlu menggunakan skema 
perkebunan rakyat, perke-
bunan perusahaan swasta 
hingga perkebunan milik 
Bada Usaha Milik Daerah 
(BUMD). 

SEORANG pekerja sedang 

menyoroti buah durian di salah satu 

rumah kemas durian di Kabupaten 

Parigi Moutong, Kamis (28/5/2026). 

FOTO: ANTARA/MOH RIDWAN

Baca RAJA DURIAN Hal. 7

KEPALA BPS Sulawesi Tengah Daryanto. FOTO: ANTARA/HO-BPS SULTENG

GUBERNUR SULTENG Anwar Hafid mengikuti kunjungan 
kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka penyerapan ma-
sukan terhadap RUU Ketenagakerjaan. FOTO: ANTARA/HO-HUMAS 
PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA  - Gubernur Sulawesi Tengah 
Anwar Hafid mendorong revisi Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memberikan 
keberpihakan lebih kuat kepada tenaga kerja lokal 
agar menjadi pelaku utama dalam pembangunan 
industri di daerah.

Ia menyampaikan agar RUU Ketenagakerjaan 
memberikan keberpihakan yang lebih kuat kepada 
tenaga kerja lokal, terutama dalam peningkatan 
kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan 
kebutuhan industri.

“Kebutuhan industri dan keterampilan tenaga 
kerja harus selaras. Karena itu, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia menjadi kunci agar masyara-
kat lokal dapat menjadi pelaku utama dalam pem-
bangunan industri di daerahnya sendiri,” katanya 
dalam keterangannya di Palu, Rabu.

SULTENG RAYA – Perum Bulog kembali men-
catatkan capaian monumental dalam pelaksanaan 
penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan 
beras dalam negeri. 

Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah 
dan beras petani secara nasional telah mencapai 
3.008.626 ton setara beras (3,01 juta ton) atau sekitar 
75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang 
ditetapkan pemerintah tahun 2026.

Secara khusus, di wilayah kerja Perum Bulog 
Kanwil Sulawesi Tengah, realisasi serapan gabah 
dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 
8.700-an ton setara beras. Capaian tersebut merupa-
kan bagian dari kontribusi Bulog Kanwil Sulteng 
dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah 
dan beras nasional serta penguatan Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP).

Capaian nasional ini menjadi tonggak penting 
dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam 
waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil men-
dekati target tahunan yang selama ini menjadi tan-
tangan besar dalam menjaga keseimbangan antara 
perlindungan petani, penguatan cadangan pangan 
pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

JAJARAN direksi PT Vale. FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA – Pe-
rusahaan tambang nikel 
terintegrasi dan berkelan-
jutan, PT Vale Indonesia 
Tbk (kode saham: INCO), 
menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST), Selasa 
(2/6/2026). 

Dalam RUPST itu, para 
pemegang saham menyetu-
jui seluruh enam mata acara 
yang diajukan, menegaskan 
kembali disiplin keuangan 
Perseroan, komitmen ter-
hadap pertumbuhan jangka 

AKPSI dipimpin 
Ketua harian 
Delis J Hehi 
menemui 
Dewan Ekonomi 
Nasional (DEN) 
membahas 
sinkronisasi 
kebijakan 
hilirisasi sawit 
nasional mau-
pun percepatan 
implementasi 
mandatori bio-
diesel menuju 
B50 di sekre-
tariat DEN di 
Jakarta, Selasa 
(2/6/2026). FOTO: 
ANTARA/AKPSI

SULTENG RAYA - Aso-
siasi Kabupaten Penghasil 
Sawit Indonesia (AKPSI) 
mengatakan daerah peng-
hasil sawit punya posisi 
penting dalam menopang 
ketahanan dan kemandirian 
energi nasional.

“Daerah penghasil sawit 
bukan hanya penyedia ba-
han baku energi nasional, 
tetapi juga garda terdepan 
keberhasilan transisi energi 
hijau Indonesia,” kata Ketua 
harian AKPSI Delis J Hehi 
melalui keterangan tertulis-
nya diterima di Palu, Selasa.

Inflasi Tahunan Sulteng 
Capai 2,77 Persen

SULTENG RAYA - Badan 
Pusat Statistik (BPS) men-
catat inflasi tahunan (year 
on year/yoy) di Provinsi 
Sulawesi Tengah pada Mei 
2026 mencapai 2,77 persen 
dengan Indeks Harga Kon-
sumen (IHK) sebesar 112,90.

Kepala BPS Sulawesi Ten-
gah Daryanto, dalam kete-
rangannya di Palu, Sulteng, 
Selasa, mengatakan per-

kembangan harga berbagai 
komoditas pada Mei 2026 
secara umum menunjukkan 
adanya kenaikan.

“Berdasarkan hasil pe-
mantauan BPS Provinsi 
Sulawesi Tengah di em-
pat kabupaten/kota  pada 
Mei 2026 terjadi inflasi yoy 
sebesar 2,77 persen, atau 
terjadi kenaikan IHK dari 
109,86 pada Mei 2025 men-

jadi 112,90 pada Mei 2026,” 
katanya.

BPS juga mencatat ting-
kat inflasi bulanan (month 
to month/mtm) Mei 2026 
sebesar 0,27 persen. Semen-
tara, tingkat inflasi tahun 
kalender (year to date/ytd) 
hingga Mei 2026 tercatat 
sebesar 1,98 persen.
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SULTENG RAYA – Semangat 
kebangsaan kembali bergema di ha-
laman Kantor Bupati Parigi Moutong 
(Parmout), saat Upacara Peringatan 
Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di-
gelar, Senin (1/6/2026). Momentum 
tersebut menjadi pengingat bahwa di 
tengah keberagaman yang dimiliki 
Indonesia, Pancasila tetap menjadi 
fondasi utama dalam menjaga per-
satuan dan membangun masa depan 
bangsa.

Upacara yang berlangsung khi-
dmat itu dipimpin Wakil Bupati 
(Wabup) Parmout, Abdul Sahid, 
SPd, MPd dan dihadiri unsur Fo-
rum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), Ketua dan Anggota 
DPRD Kabupaten Parigi Moutong, 
jajaran Kantor Kementerian Agama, 
para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
instansi vertikal, perbankan, orga-
nisasi kemasyarakatan, insan pers, 
serta berbagai unsur masyarakat 
lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wa-
bup membacakan sambutan tertulis 
Kepala Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, 
Yudian Wahyudi. Peringatan Hari 
Lahir Pancasila tahun ini mengusung 
tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, 
Fondasi Perdamaian Dunia.”

Tema tersebut menegaskan peran 
strategis Pancasila sebagai pedoman 
hidup berbangsa dan bernegara 
sekaligus sebagai nilai yang mampu 
menyatukan berbagai perbedaan 
yang ada di Indwonesia. Di tengah 
dinamika global yang terus ber-
kembang, Pancasila disebut tetap 
relevan sebagai kompas moral dalam 
menjaga persatuan dan mendorong 
terciptanya perdamaian.

Kepala BPIP RI menegaskan 
Pancasila merupakan bintang pen-
untun yang menerangi perjalanan 
bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya menjadi 
kekuatan utama dalam menjaga 
keutuhan negara sekaligus menjadi 
kontribusi Indonesia bagi perda-
maian dunia.

“Mari kita teguhkan kembali 
komitmen kebangsaan kita. Mari 
kita tunjukkan kepada dunia bahwa 
Indonesia adalah bangsa besar yang 

menjunjung tinggi religiusitas den-
gan semangat persatuan dan kuat 
karena nilai-nilai kemanusiaannya,” 
demikian kutipan sambutan Kepala 
BPIP RI yang dibacakan Wabup.

Peringatan Hari Lahir Pancasi-
la tidak hanya menjadi seremoni 
tahunan, tetapi juga momentum 
refleksi bagi seluruh elemen bangsa 
untuk terus mengamalkan nilai-nilai 
luhur Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. Semangat gotong ro-
yong, toleransi, persaudaraan, dan 
penghormatan terhadap keberaga-
man menjadi modal penting dalam 
menghadapi berbagai tantangan 
bangsa ke depan.

Melalui peringatan tersebut, se-
luruh komponen masyarakat diajak 
untuk memperkuat persatuan, men-
jaga kerukunan, serta bersama-sama 
membangun Indonesia yang maju, 
adil, dan sejahtera. Sebab, di tengah 
keberagaman yang menjadi keka-
yaan bangsa, Pancasila tetap men-
jadi rumah besar yang menyatukan 
seluruh anak bangsa dalam satu 
tujuan, yakni Indonesia yang damai 
dan bermartabat. AJI

WABUP Parigi Moutong, Abdul Sahid menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati 
Parigi Moutong, Senin (1/6/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Satuan Nar-
koba (Satnarkoba) Polres Banggai 
mengungkap kasus tindak pidana 
penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika golongan I jenis 
sabu di wilayah Luwuk Selatan.

Seorang pria berinisial YL 
(25) yang diduga terlibat dalam 
peredaran narkotika jenis sabu 
turut diamankan aparat. Dari 
tangan pelaku, polisi diketahui 
berhasil menyita barang bukti 
sabu sejumlah 27 paket mencapai 
4,98 gram.

Kasat Narkoba Polres Banggai, 
AKP Hasanuddin Hamid men-
gatakan, pengungkapan kasus 
ini bermula dari laporan masy-
arakat yang mencurigai adanya 
aktivitas transaksi narkotika di 
kawasan Kelurahan Hanga-Han-
ga Permai.

“Setelah menerima informasi 
dari masyarakat, personel Satnar-
koba langsung bergerak melakukan 
penyelidikan untuk memasti-
kan kebenaran laporan tersebut,” 
ujarnya.

Informasi yang diterima kemudi-
an ditindaklanjuti dengan serang-
kaian pemantauan dan penyelidi-
kan di lapangan. Hasilnya, Selasa 
(2/6/2026) sekira pukul 22.00 Wita, 
petugas berhasil mengamankan YL 
warga Kelurahan Simpong.

Saat diamankan, pelaku sempat 
menjalani interogasi awal oleh 
petugas. Dari hasil pemeriksaan 
tersebut, YL mengakui menyem-
bunyikan narkotika jenis sabu di 
dalam bantal guling yang berada 
di ruang tamu.

Petugas pun kemudian mela-
kukan penggeledahan yang turut 
disaksikan warga setempat, guna 
memastikan proses berjalan sesuai 
prosedur hukum.

“Selain itu diamankan pula alat 
hisab bong dan dua unit telepon 
genggam,” tutur Hamid.

Saat ini, penyidik Sat Narkoba 
Polres Banggai masih terus me-
lakukan pendalaman guna men-
gungkap kemungkinan adanya 
jaringan lain yang terkait dengan 
pelaku.AMR

Kelabui Petugas, 
Pemuda Sembunyi 

Sabu di Bantal 

SEJUMLAH barang bukti sabu yang disita Polisi dari pengungkapan kasus narkoti-
ka di wilayah Luwuk Selatan, Selasa (2/6/2026). FOTO:DOK.SATRESNARKOBA BANGGAI

Wabup Parmout 
Ajak Perkuat 

Persatuan dan Toleransi

SULTENG RAYA – Ja-
jaran Sat Samapta Polresta 
Palu menggelar kegiatan 
sosial dengan membagikan 
paket sembilan bahan pokok 
(sembako) kepada warga 
Kota Palu yang membutuh-
kan atau kalangan prasejah-
tera, Rabu (3/6/2026). 

Aksi peduli sosial itu, 
menyasar sejumlah titik di 
wilayah Kota Palu, utama-
nya warga lanjut usia (lan-
sia), pekerja harian lepas, 
pemulung, serta keluarga 
prasejahtera yang terdam-
pak situasi ekonomi.

Kasat Samapta Polresta 
Palu, AKP Fadli menyata-
kan bahwa aksi humanis 
ini merupakan bagian dari 
program rutin Korps Bha-
yangkara untuk mendekat-
kan diri kepada masyarakat 
sekaligus meringankan be-
ban ekonomi warga.

“Kami ingin memastikan 
bahwa kehadiran Polri ti-
dak hanya untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Kamtibmas), 
tetapi juga hadir sebagai 
pelipur lara dan pemberi 
solusi bagi warga yang se-
dang mengalami kesulitan 
ekonomi,” ujar Kasat. 

Aksi bagi-bagi semba-
ko ini dilakukan dengan 
metode door-to-door (dari 
rumah ke rumah) serta men-
yisir jalan-jalan protokol. 
Strategi ini sengaja dipilih 
agar bantuan dapat diterima 
langsung oleh mereka yang 
benar-benar membutuhkan, 
sekaligus menghindari terja-
dinya kerumunan.

Adapun paket sembako 
yang dibagikan berisi kebu-
tuhan pokok harian seperti 
Beras, Minyak goreng, Gula 
pasir, Mie instan, Teh dan 
kopi.

Aksi peduli dari Sat Sa-
mapta Polresta Palu ini 
mendapat apresiasi dan 
sambutan hangat dari warga 
Kota Palu. Salah seorang 
warga penerima manfaat 
mengaku sangat terbantu 
dengan adanya pembagian 
sembako gratis ini.

“Terima kasih banyak 
kepada bapak-bapak polisi 
dari Polresta Palu. Bantuan 
ini sangat berarti untuk da-
pur kami hari ini. Semoga 
berkah dan seluruh personel 
selalu diberikan kesehatan 
dalam bertugas,” ungkap-
nya haru.

Melalui kegiatan ini, Pol-
resta Palu berharap dapat 
terus merajut kedekatan dan 
kepercayaan masyarakat, 
serta menginspirasi pihak 
lain untuk saling berbagi 
demi terwujudnya Kota Palu 
yang aman, kondusif, dan 
penuh rasa kepedulian. AMR

SULTENG RAYA – Dalam rangka 
menjaga keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu 
lintas, personel Satuan Lalu Lintas 
(Satlantas) Polres Buol melaksanakan 
kegiatan edukasi kepada para siswa 
dan siswi yang sedang melaksanakan 
pengumuman kelulusan di SMP 
Negeri 2 Biau, Selasa (2/6/2026). 
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 
personel Satlantas Polres Buol, yaitu 
Aipda Amiludin Rawang dan Bripka 
Try Budi Cahyono.

Personel Satlantas menyampaikan 
imbauan kepada para siswa dan siswi 
agar tidak merayakan kelulusan dengan 
melakukan pawai maupun konvoi ken-
daraan bermotor yang berpotensi meng-
ganggu ketertiban lalu lintas serta dapat 
menimbulkan kecelakaan di jalan raya.

Selain itu, para pelajar juga di-
ingatkan untuk selalu mematuhi 
peraturan lalu lintas, mengutamakan 
keselamatan saat berkendara, serta 
merayakan kelulusan dengan cara 
yang positif dan bermanfaat.

Amiludin mengatakan, kegiatan 
ini merupakan upaya preventif Pol-
res Buol dalam menciptakan situasi 
kamtibmas dan kamseltibcarlantas 
yang aman dan kondusif, khusus-
nya pada momentum pengumuman 
kelulusan sekolah.

Melalui kegiatan tersebut, Satlan-
tas Polres Buol berharap para pelajar 
dapat menjadi pelopor keselamatan 
berlalu lintas serta turut menjaga 
keamanan dan ketertiban di lingkun-
gan masyarakat. AMR

PERSONEL Sat Samapta Polresta Palu, saat membagikan sembako kepada warga di kawasan Pa-
sar Inpres Manonda, Rabu (3/6/2026). FOTO:DOK.SAT SAMAPTA PALU 

Berbagi Sembako untuk 
Warga Prasejahtera

PERSONEL Satlantas Polres Buol, saat memberikan imbauan mengenai ketertiban saat berkendara kepada pelajar SMPN 2 
Biau, Selasa (2/6/2026). FOTO: IST

Pelajar SMPN 2 Biau 
Ditanamkan Disiplin Berkendara 
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Kegiatan ini menjadi 
bentuk kepedulian sosial 
serta upaya mempererat 
hubungan dengan masya-
rakat. Penyerahan dilaku-

kan langsung oleh Kepala 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Palu, Muhammad Akmal 
dengan semangat berbagi 
dan kebersamaan.

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, saat menyalurkan daging kurban ke 
salah satu panti asuhan. FOTO: TANGKAPAN LAYAR FB KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Imigrasi Palu 
Salurkan 

Daging Kurban 
ke Panti Asuhan

SULTENG RAYA – Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu menyalurkan daging kurban ke-
pada Panti Asuhan Al Hijrah Sigi dan Panti 
Asuhan Kasih Sayang Anak dalam rangka 
Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal, menyampaikan 
bahwa momentum Idul 
Adha diharapkan dapat me-
numbuhkan nilai keikhlasan 
dan solidaritas sosial.

“Melalui kegiatan terse-
but, Imigrasi Palu berha-
rap bantuan yang diberi-
kan dapat bermanfaat dan 
membawa kebahagiaan bagi 
anak-anak panti asuhan,” 
harapnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
melaksanakan penyembeli-
han hewan kurban bantuan 
dari Gubernur Sulawesi 
Tengah (Sulteng), Anwar 
Hafid, dalam rangka mem-
peringati Hari Raya Idul 
Adha 1447 Hijriah, Rabu 
(27/5/2026).

Kegiatan penyembelihan 
hewan kurban dilaksanakan 
di lingkungan LPKA Kelas II 
Palu dan disaksikan langs-
ung oleh Kepala LPKA Palu, 
pejabat struktural, pegawai, 
serta sejumlah anak bin-
aan. Proses penyembelihan 
berlangsung dengan tertib, 
lancar, dan tetap memperha-
tikan nilai-nilai kebersihan 
serta syariat Islam.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, menyampaikan 
apresiasi dan ucapan teri-
ma kasih kepada Gubernur 
Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid atas bantuan hewan 
kurban yang diberikan ke-
pada LPKA Palu. 

Menurutnya, bantuan 
tersebut menjadi bentuk 
kepedulian dan perhatian 
terhadap anak binaan di 
lingkungan LPKA Palu. 
“Momentum Idul Adha 
mengajarkan kita tentang 
keikhlasan, kepedulian, dan 
semangat berbagi terhadap 
sesama. Kami sangat bersyu-
kur atas bantuan hewan kur-

SEJUMLAH pegawai LPKA Palu saat menyembelih hewan kurban sapi bantuan dari Gubernur Su-
lawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 
(27/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Bantuan Hewan Kurban Gubernur Sulteng 
Jadi Kebahagiaan Anak Binaan LPKA Palu

ban ini sehingga manfaatnya 
dapat dirasakan langsung 
oleh anak binaan dan masy-
arakat yang membutuhkan,” 
ujar Welli.

Sementara, Gubernur 
Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid, mengatakan bah-
wa bantuan hewan kurban 
tersebut merupakan ben-
tuk perhatian pemerintah 
daerah kepada anak binaan 
agar mereka juga dapat me-
rasakan kebahagiaan dan 
keberkahan Hari Raya Idul 
Adha.

“Ini adalah bentuk per-
hatian dari Pemerintah Pro-

vinsi Sulawesi Tengah agar 
anak-anak binaan di LPKA 
Palu dapat merasakan ke-
bahagiaan Idul Adha. Kami 
berharap bantuan hewan 
kurban ini dapat memberi-
kan dan menumbuhkan rasa 
kebersamaan, serta menjadi 
motivasi bagi anak-anak 
binaan untuk terus memper-
baiki diri dan menatap masa 
depan dengan lebih baik,” 
ujar Anwar Hafid.

Daging kurban yang telah 
dipotong kemudian dibagi-
kan kepada 52 orang anak 
binaan yang diolah untuk 
makan bersama, 20 paket di 

panti asuhan  Zalziah dan 
Rumah Tahfizh Qur’an, 
serta para pegawai di ling-
kungan LPKA Kelas II Palu. 
Pembagian daging kurban 
dilakukan secara tertib seba-
gai bentuk rasa syukur dan 
upaya mempererat tali sila-
turahmi serta kebersamaan 
antar sesama.

Melalui kegiatan ini, di-
harapkan nilai-nilai keber-
samaan, kepedulian sosi-
al, dan semangat berbagi 
dapat terus tumbuh, baik 
bagi anak binaan maupun 
seluruh pegawai di lingkun-
gan LPKA Kelas II Palu.*/YAT

SULTENG RAYA - Tim 
bola basket Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) resmi meno-
rehkan sejarah dengan tampil 
perdana pada ajang bergengsi 
Kejuaraan Nasional Basket 
Kapolri Cup 2026 antar Polda 
se-Indonesia yang berlangs-
ung pada tanggal 18-23 Mei 
2026 di MS Arena BSD, Tan-
gerang, Banten.

Keikutsertaan ini menjadi 
momen penting bagi Polda 
Sulteng karena untuk pertama 
kalinya ambil bagian dalam 
kompetisi nasional tersebut 
sejak Kapolri Cup Basket mu-
lai bergulir dua tahun terakhir.

Pada laga pembuka yang 
digelar Senin (18/5/2026), tim 
basket Polda Sulteng sukses 
mencuri perhatian dengan 
menaklukkan tuan rumah, 
tim Polda Banten, dengan skor 
meyakinkan 39-31.

Kemenangan tersebut men-
jadi awal manis sekaligus 
bukti bahwa semangat juang 
dan kekompakan mampu 
membawa tim pendatang 
baru bersaing di level nasional.

Tim basket Polda Sulteng 
yang diketuai Bripka Hen-
dra dan berada di bawah 
arahan Coach Eddy tampil 
disiplin serta menunjukkan 
determinasi tinggi sepanjang 
pertandingan.

Dukungan penuh dari Brig-
jen Pol Viktor Alexander Late-
ka disebut menjadi salah satu 
faktor penting yang memba-
kar motivasi pemain sehingga 
mampu tampil percaya diri di 
lapangan.

Keberhasilan meraih keme-
nangan pada pertandingan 

TIM bola basket Polda Sulawesi Tengah. FOTO: DOK POLDA 
SULTENG

Tampil Perdana di Kapolri Cup, Tim 
Basket Polda Sulteng Raih Kemenangan

pertama juga menjadi sunti-
kan moral bagi skuad Polda 
Sulteng untuk menghadapi 
laga berikutnya.

Tim bola basket Polda Sul-
teng dijadwalkan kembali 
bertanding menghadapi Polda 
Kalimantan Timur pada Sela-
sa (19/05/2026).

Kejuaraan Nasional Basket 
Kapolri Cup 2026 sendiri di-
ikuti oleh 29 tim, terdiri dari 
26 tim Polda, 2 satuan kerja 
Mabes Polri, dan 1 tim PTIK, 
menjadikan kompetisi ini se-
bagai ajang adu kemampuan 

sekaligus mempererat solidi-
tas antar institusi di lingkun-
gan Polri. Kabid Humas Polda 
Sulteng, Kombes Pol Djoko 
Wienartono melalui Kasubbid 
Penmas Kompol Reky Moni-
ung menyampaikan apresiasi 
atas perjuangan dan semangat 
yang ditunjukkan tim basket 
Polda Sulteng.

“Keikutsertaan tim basket 
Polda Sulteng di Kapolri Cup 
2026 merupakan kebanggaan 
tersendiri karena ini menjadi 
sejarah baru bagi Polda Sul-
teng. Kemenangan pada laga 

perdana menunjukkan bahwa 
dengan semangat, disiplin, 
kerja sama tim, dan dukungan 
pimpinan, personel kita mam-
pu bersaing di tingkat nasio-
nal,” ujar Kasubbid Penmas.

Ia mengatakan, olahraga 
bukan hanya tentang keme-
nangan, tetapi juga menjadi 
wadah membangun solidari-
tas, sportivitas, mental juang, 
serta semangat kebersamaan 
di lingkungan Polri.

Lebih lanjut, Kasubbid Pen-
mas berharap capaian awal 
tersebut dapat menjadi mo-
tivasi bagi seluruh pemain 
untuk terus memberikan pe-
nampilan terbaik pada pertan-
dingan berikutnya.

“Kami berharap tim basket 
Polda Sulteng tetap menja-
ga kekompakan, fokus, dan 
semangat juang pada setiap 
pertandingan. Jangan cepat 
puas dengan satu kemenan-
gan. Jadikan hasil ini sebagai 
energi positif untuk terus 
melangkah dan membawa 
nama baik Polda Sulteng. 
Menang atau kalah adalah 
bagian dari kompetisi, namun 
semangat pantang menyerah 
dan kehormatan dalam ber-
tanding adalah nilai utama,” 
harapnya.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  - 
Pangdam XXIII/Palaka Wira 
(PW), Mayjen TNI J. Binsar 
P. Sianipar, memberikan mo-
tivasi serta semangat kepa-
da Prajurit Kodam XXIII/
PW yang mengikuti Lomba 
Pencak Silat Militer (PSM) 
Virtual Satuan Jajaran TNI 
AD Tahun Anggaran 2026 
yang berlangsung di GOR 
Gelora Bumi Kaktus, Jalan 
Yos Sudarso, Kelurahan Ta-
lise, Kecamatan Mantikulore, 
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 
Selasa (2/6/2026). Kegiatan 
lomba dipimpin langsung 
oleh Kadisjasad, Brigjen TNI 
Andri Amijaya Kusumah, dan 
diikuti oleh para peserta dari 
satuan jajaran TNI AD yang 
dilakukan secara virtual dari 
masing-masing Kotama.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan apresiasi 
atas terselenggaranya lomba 
ini  sebagai salah satu wadah 
pembinaan personel yang 
adaptif terhadap perkemban-
gan teknologi. 

Menurut Panglima, lomba 
Pencak Silat Militer tidak ha-
nya menjadi ajang kompetisi, 
tetapi juga sarana untuk me-

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, saat mem-
berikan motivasi serta semangat kepada Prajurit Kodam XXIII/PW yang 
mengikuti Lomba Pencak Silat Militer (PSM) Virtual Satuan Jajaran TNI 
AD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di GOR Gelora Bumi Kaktus, 
Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Prajurit Kodam XXIII/PW Ikuti 
Lomba Pencak Silat Militer

ningkatkan kemampuan bela 
diri, disiplin, mental juang, 
dan profesionalisme prajurit. 
Kegiatan Pembukaan Lomba 
PSM Virtual Satjar TNI AD TA 
2026 merupakan bagian dari 
program pembinaan personel 
TNI AD yang bertujuan me-
ningkatkan kemampuan bela 
diri militer, menumbuhkan 
jiwa sportivitas, serta mempe-

rerat semangat kebersamaan 
antar satuan. 

Kehadiran pejabat Kodam 
mencerminkan dukungan dan 
komitmen pimpinan dalam 
membina kemampuan praju-
rit sekaligus melestarikan Pen-
cak Silat Militer sebagai salah 
satu kemampuan dasar yang 
harus dimiliki setiap Prajurit 
TNI AD.*/YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Ishak, berupa :         
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 01037/Kotarindau, LT 558 m² an. Ratna, terletak di Jl. 
Lorong (Pondok Pesantren Insan Cita), Desa Kotarindau, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 126,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 26,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 18 Juni 2026 pukul 08:00 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 04 Juni 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Rosmiaty Kurdi, berupa : 
Sebidang tanah kosong seluas 1.193 m2 sesuai SHM No. 158/Ganti tanggal 01/08/1998 an. Azizah, SE, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Banawa, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 148.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 32.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026 

Batas Akhir Penawaran : 18 Juni 2026 pukul 08:05 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 04 Juni 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 
MT 2013 DN1226AP. YAMAHA-NMAX-150 
2019 DN4805IO. MITSUBISHI-TRITON-HDX 
4X4 DIESEL 2.4 DC MT 2022 DN8562GC.  
HONDA-CBR-150 R 2022 DN6899MW. 
YAMAHA-NMAX-155 2023 DN2657OD. 
DFSK-SUPERCAB-PU15MT 2022 DN8055EF. 
YAMAHA-LEXI-S 2018 DN2104AE. SUZU-
KI-NEW KARIMUN ESTILO-1.0 MT 2012 
DN1787AW. SUZUKI-ERTIGA-GL 1.4 MT 2013 
DN1521BE. KAWASAKI-NINJA-250FI 2015 
DD5689SB. YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2017 
DN3591MP. SUZUKI-NEW ERTIGA-GX 1.4 MT 
DF 2017 DN1565YY.
DAIHATSU-ALL NEW XENIA-X VVTI 1.3 MT 
2014 DN1397VY.
TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT 2010 
DN1851KG. TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI 
G 1.3 MT 2013 DN1260BE.
TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT 2009 
DB1142AW. TOYOTA-ALL NEW AVANZA-G 1.5 
MT 2022 DN1758UB. WULING-CONFERO-1.5 
MT 2021 DN1247CA.
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G LUXURY 
1.3 MT 2013 DN1191KF. HONDA-BEAT-SPOR-
TY CBS ISS 2016 DN3547PL. YAMAHA-AE-
ROX-125LC 2016 DN3425MO

PT BFI FINANCE PALU
(0451-422678)

Penawaran Atas Unit :

"Alhamdulillah, usaha ini 
sudah berjalan satu tahun 
sejak saya bebas bersyarat 
awal tahun 2025," kata Jama-
luddin di Jakarta, Minggu. 

Eks napi teroris kembangkan usaha makanan hasil binaan lapas. FOTO: ANT

Eks Napi Teroris 
Sukses Kembangkan 
Usaha Chicken Jepun

SULTENG RAYA - Jamaluddin (49), mantan 
narapidana kasus terorisme, berhasil men-
gembangkan bisnis makanan setelah bebas 
bersyarat di awal 2025. Berkat pelatihan di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus 
Sentul, Kabupaten Bogor, ia kini sukses den-
gan usaha Chicken Jepun, yang mempeker-
jakan 13 orang, memiliki tujuh agen, dan 50 
outlet ayam, serta memasok bahan makanan 
ke delapan dapur SPPG.

Usahanya mendapatkan 
kesempatan untuk diper-
kenalkan di acara Pelayanan 
Paspor Car Free Day (CFD) 
yang diadakan oleh Di-
rektorat Jenderal Imigrasi. 
Chicken Jepun yang dipro-
duksi menyerupai nuget 
dengan ukuran besar seperti 
katsu, diproduksi 100 kg per 
hari dengan omset minimal 
Rp10 juta.

Jamaluddin divonis empat 

tahun penjara pada tahun 
2022 karena aksi menerobos 
Istana Negara, tetapi berkat 
perilaku baik, ia menjalani 
masa pidana selama dua 
tahun dua bulan. Selama di 
Lapas Sentul, ia mengikuti 
program deradikalisasi dan 
pelatihan kewirausahaan, 
termasuk pembuatan nuget. 
"Saya justru bersyukur di 
lapas mendapatkan pelati-
han tentang kewirausahaan, 
hingga ilmu itu berguna un-
tuk saya kembali ke masya-
rakat," ujar Jamaluddin.

Jamaluddin kini masih di-
dampingi oleh BNPT untuk 
pengurusan BOPM usaha 
Chicken Jepun. Akbar Hadi 
Prabowo, juru bicara Ke-
menterian Imigrasi dan Pe-
masyarakatan, menyatakan 
bahwa Jamaluddin adalah 
klien dari Badan Pemasy-
arakatan (Bapas) Jakarta 
Timur/Utara dan saat ini 
masih berada dalam masa 
bimbingan.RPB

SULTENG RAYA - Gu-
bernur Papua Matius D. 
Fakhiri mempersiapkan 
RSUD Biak Numfor sebagai 
rumah sakit rujukan utama 
di wilayah Saireri untuk 
memperkuat pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat 
di berbagai kabupaten se-
kitarnya.

"Pada Sabtu (23/5) kami 
sudah melakukan tinjauan 
ke RSUD Biak guna me-
lihat langsung fasilitas di 
wilayah tersebut dan ber-
dasarkan hasil kunjungan 
tersebut saya merasa puas 
dengan kondisi rumah sa-
kit yang dinilai bersih serta 
memiliki fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memadai 
dibanding sejumlah rumah 
sakit lain di Papua," katanya 
di Jayapura, Minggu (24/5).

Fakhiri menyatakan bah-
wa RSUD Biak layak men-
jadi contoh bagi rumah sakit 
lain, termasuk RSUD Dok 2 

GUBERNUR Papua siapkan RSUD Biak jadi RS rujukan di wilay-
ah Saireri. FOTO: ANT

Gubernur Papua Siapkan RSUD 
Biak Jadi Rujukan Utama Saireri

dan RSUD Abepura di Jaya-
pura, terutama dalam aspek 
kebersihan, pelayanan, dan 
kelengkapan fasilitas kese-
hatan.

"Selama ini banyak pasien 
dari daerah langsung diru-
juk ke Jayapura, padahal 

layanan kesehatan di Biak 
dapat dimaksimalkan untuk 
menangani pasien dengan 
kondisi menengah sehingga 
masyarakat tidak perlu me-
nempuh perjalanan jauh," 
ujarnya.

Pemprov Papua juga akan 

meminta pemerintah ka-
bupaten di wilayah Saireri 
memperkuat sistem rujukan 
ke RSUD Biak agar pela-
yanan kesehatan menjadi 
lebih cepat dan efi sien.

"Kami optimistis pening-
katan layanan kesehatan 
di Papua akan berdampak 
pada kesejahteraan tenaga 
medis," katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa 
pemerintah provinsi beren-
cana membangun rumah 
susun bagi dokter, perawat, 
dan keluarga pasien kurang 
mampu agar mereka tidak 
perlu tidur di lorong rumah 
sakit.

"Kami bakal terus me-
lakukan pembenahan di 
sektor kesehatan tersebut 
sehingga menjadi langkah 
awal dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manu-
sia Papua melalui pelayanan 
kesehatan yang lebih baik 
dan merata," ujarnya.RPB

SULTENG RAYA - Banjir 
melanda Kecamatan Cepu, 
Kabupaten Blora, Jawa 
Tengah, Minggu malam, 
merendam puluhan rumah 
akibat luapan sungai sete-
lah hujan deras mengguyur 
wilayah tersebut. 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Blora menca-
tat tidak ada korban jiwa 
dalam kejadian ini.

Banjir yang terjadi di 
Cepu disebabkan oleh hu-
jan lebat yang mengguyur 
dengan intensitas tinggi, 
mengakibatkan Sungai 
Ngareng dan Sungai Ta-
mansiswa meluap hingga 
ke permukiman warga. 
Menurut Agung Triyono, 
anggota Tim Reaksi Cepat 
(TRC) BPBD Blora, banjir 
merendam rumah di bebe-
rapa lokasi di Kecamatan 

BANJIR rendam sejumlah wilayah di Cepu. FOTO: ANT

Banjir Landa Cepu, Puluhan Rumah 
Terdampak Luapan Sungai

Cepu.
Di Kelurahan Cepu, se-

banyak 35 rumah di RW 01 
Lingkungan Ngareng Sa-
wahan terdampak dengan 
ketinggian air mencapai 
30 hingga 60 sentimeter. 
Sementara itu, di Kelurahan 
Balun, lima rumah di RW 
11 Gang Swadaya, Ling-
kungan Tukbuntung, juga 
terkena dampak dengan 
ketinggian air berkisar 30 
hingga 70 sentimeter.

BPBD Blora telah mela-
kukan asesmen dan pen-

dataan, serta membantu 
evakuasi warga terdampak 
banjir. Koordinasi dengan 
instansi terkait juga terus 
dilakukan untuk penan-
ganan lanjutan. 

Meski arus air yang de-
ras dan debit sungai yang 
tinggi menjadi kendala, 
kondisi banjir di beberapa 
lokasi dilaporkan mulai 
surut dan tidak ada warga 
yang mengungsi.“Beberapa 
wilayah sudah mulai surut 
dan berangsur normal,” 
jelas Agung.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PENYUSUNAN peraturan dae-
rah (Perda) merupakan salah 
satu fungsi penting pemerin-
tahan daerah dalam menjalan-

kan otonomi. Namun, dalam praktiknya, 
tidak jarang keberhasilan legislasi daerah 
diukur dari banyaknya produk hukum 
yang berhasil disahkan setiap tahun. 
Akibatnya, orientasi pembentukan Perda 
sering kali bergeser dari upaya mengha-
dirkan solusi bagi masyarakat menjadi 
sekadar memenuhi target administratif 
dan program legislasi daerah.

Pandangan seperti itu perlu segera 
dikoreksi. Sebab, hukum tidak pernah di-
hadirkan hanya untuk memenuhi rak-rak 
dokumen pemerintahan. Hukum harus 
hidup, bekerja, dan memberikan manfaat 
nyata bagi masyarakat. Perda yang baik 
bukanlah Perda yang banyak, melainkan 
Perda yang efektif, dapat dilaksanakan, 
dan mampu menjawab persoalan publik.

Pesan inilah yang mengemuka dalam 
Rapat Koordinasi Produk Hukum Dae-
rah Regional Sulawesi Tahun 2026 di 
Palu. Direktur Jenderal Otonomi Daer-
ah Kementerian Dalam Negeri, Cheka 
Virgowansyah, mengingatkan bahwa 
produk hukum daerah tidak boleh hanya 
dinilai dari jumlah maupun kepatuhan 
administratif semata. Lebih penting  dari 
jumlah adalah dampak yang dihasilkan 
bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut patut menjadi 
bahan refleksi bagi seluruh pemerintah 
daerah dan DPRD. Selama ini masih 
ditemukan sejumlah Perda yang kurang 
efektif karena tidak didukung oleh kebu-
tuhan riil masyarakat, minim sosialisasi, 
sulit diterapkan, atau bahkan bertentan-
gan dengan dinamika sosial dan ekonomi 
yang berkembang. Tidak sedikit pula 
Perda yang setelah disahkan justru jarang 
digunakan sebagai instrumen penyelesai-
an masalah di daerah.

Padahal, setiap Perda memerlukan 
biaya yang tidak sedikit, mulai dari 
proses penyusunan naskah akademik, 
konsultasi publik, pembahasan bersama 
DPRD, hingga pengundangan. Karena 
itu, setiap produk hukum harus memi-
liki tujuan yang jelas dan manfaat yang 
terukur. Jangan sampai energi, waktu, 
dan anggaran publik habis hanya untuk 
menghasilkan regulasi yang tidak mem-
berikan perubahan berarti.

Lebih jauh, produk hukum sesungguh-
nya merupakan cerminan arah kebijakan 
dan keberpihakan pemerintah daerah. 
Jika sebuah daerah banyak melahirkan 
regulasi yang mendukung penanggu-
langan kemiskinan, maka publik dapat 
melihat komitmen pemerintah terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Begitu pula 
ketika regulasi diarahkan untuk memper-
kuat investasi, pelayanan publik, perlin-
dungan lingkungan, atau pemberdayaan 
usaha kecil.

Karena itu, kualitas harus menjadi pri-
oritas utama dalam pembentukan Perda. 
Setiap rancangan regulasi perlu diawali 
dengan pemetaan masalah yang akurat, 
melibatkan partisipasi masyarakat, 
akademisi, pelaku usaha, dan kelom-
pok-kelompok yang terdampak. Evaluasi 
terhadap efektivitas Perda yang sudah 
berlaku juga harus dilakukan secara 
berkala agar regulasi yang tidak relevan 
dapat diperbaiki atau dicabut.

Gagasan Kemendagri agar produk 
hukum yang berhasil di suatu daerah 
dapat direplikasi di daerah lain juga layak 
didukung. Praktik-praktik baik dalam 
penyusunan regulasi harus menjadi 
inspirasi bersama untuk meningkatkan 
kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ukuran keberhasilan legislasi daerah 
bukanlah berapa banyak Perda yang 
disahkan setiap tahun. Ukuran yang se-
sungguhnya adalah sejauh mana Perda 
tersebut mampu mengurangi kemiski-
nan, memperbaiki pelayanan publik, 
menciptakan iklim investasi yang sehat, 
melindungi lingkungan, dan meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat.

Daerah tidak membutuhkan tumpukan 
regulasi. Daerah membutuhkan regulasi 
yang bekerja. Karena itu, sudah saatnya 
orientasi pembentukan Perda bergeser 
dari sekadar mengejar kuantitas menuju 
menghadirkan kemanfaatan, keadilan, 
dan dampak nyata bagi rakyat.**
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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DHE SDA Jadi Instrumen Menutup Kebocoran 
Devisa dan Menjaga Daya Beli Masyarakat

PEMBERLAKUAN Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ek-
spor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai 
berlaku pada 1 Juni 2026 menjadi langkah strategis 
dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

KEBIJAKAN ini 
dirancang untuk 
meningkatkan 
retensi devisa di 

dalam negeri, menutup po-
tensi kebocoran devisa hasil 
ekspor, serta menjaga stabili-
tas ekonomi yang berdampak 
langsung pada terpeliharanya 
daya beli masyarakat. Di ten-
gah dinamika ekonomi global 
yang terus berkembang, opti-
malisasi pengelolaan devisa 
hasil ekspor menjadi faktor 
penting dalam menjaga keber-
lanjutan pertumbuhan ekono-
mi dan memperkuat fondasi 
perekonomian nasional.

Selama ini, sebagian devi-
sa hasil ekspor sumber daya 
alam belum sepenuhnya di-
tempatkan di dalam negeri 
sehingga manfaatnya terhadap 
perekonomian domestik belum 
optimal. Melalui kebijakan 
baru tersebut, pemerintah me-
mastikan bahwa hasil ekspor 
komoditas strategis Indonesia 
dapat memberikan dampak 
yang lebih besar bagi pem-
bangunan nasional. Dengan 
semakin banyak devisa yang 
tersimpan di dalam negeri, 
Indonesia memiliki ruang yang 
lebih kuat untuk menjaga stabi-
litas ekonomi dan menghadapi 
berbagai tantangan global.

Menteri Keuangan, Purba-
ya Yudhi Sadewa mengata-

OLEH : RINA OKTAVIA)*

industri, dan kebutuhan po-
kok masyarakat tetap ter-
kendali. Kondisi tersebut 
pada akhirnya berkontribusi 
langsung terhadap terjaganya 
daya beli masyarakat.

Kebijakan DHE SDA juga 
menjadi instrumen untuk 
menutup berbagai potensi 
kebocoran devisa yang selama 
ini dapat mengurangi manfaat 
ekspor bagi negara. Dengan 
penempatan devisa yang lebih 
terukur dan terawasi, pe-
merintah dapat memastikan 
bahwa hasil kekayaan alam 
Indonesia benar-benar mem-
berikan kontribusi bagi per-
tumbuhan ekonomi nasional, 
peningkatan investasi, dan 
pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan tujuan ter-
sebut, pemerintah membatasi 
konversi DHE SDA dari valuta 
asing ke rupiah maksimal 
sebesar 50 persen. Kebijakan 
ini dilakukan agar ketersedi-
aan devisa di dalam negeri 
tetap terjaga sehingga mampu 
menopang kebutuhan transak-
si internasional, memperkuat 
cadangan devisa, serta menjaga 
kepercayaan pasar terhadap 
perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian, Airlang-
ga Hartarto mengatakan bah-
wa pemerintah terus memper-
kuat pengawasan terhadap 
aktivitas ekspor guna mence-
gah praktik under invoicing, 
transfer pricing, maupun 
pelarian devisa hasil ekspor. 
Langkah tersebut merupakan 
bagian dari upaya mencipta-
kan sistem perdagangan yang 
lebih transparan, akuntabel, 
dan memberikan manfaat 
maksimal bagi kepentingan 
nasional.

Dalam mendukung pen-
gawasan yang lebih efek-
tif, pemerintah menyiap-
kan mekanisme ekspor satu 
pintu melalui PT Dananta-
ra Sumberdaya Indonesia 
(DSI) sebagai BUMN Ekspor. 
Kehadiran DSI diharapkan 
mampu memperkuat tata ke-
lola perdagangan komoditas 
strategis sekaligus memasti-
kan pengelolaan devisa hasil 
ekspor berjalan lebih tertib 
dan terintegrasi.

Kebijakan ini merupakan 
tindak lanjut dari arahan Pre-
siden Prabowo Subianto yang 
menekankan pentingnya opti-
malisasi pengelolaan sumber 
daya alam strategis untuk se-
besar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Pada tahap awal, imple-
mentasi kebijakan akan men-
cakup tiga komoditas utama, 
yaitu batu bara, kelapa sawit, 
dan ferro alloy yang selama ini 
menjadi kontributor signifikan 
bagi ekspor nasional.

Data tahun 2025 menun-
jukkan bahwa ekspor ketiga 
komoditas tersebut mencapai 
sekitar USD66,13 miliar atau 
setara 23,4 persen dari total 
ekspor nasional. Kontribusi 
tersebut juga menjadi sa-
lah satu faktor utama yang 
menopang surplus neraca 
perdagangan Indonesia sela-
ma 71 bulan berturut-turut. 
Oleh karena itu, pengelolaan 
devisa hasil ekspor yang lebih 
optimal diyakini akan sema-
kin memperkuat manfaat 
surplus perdagangan bagi 
perekonomian nasional.

Selain menerapkan kewaji-
ban penempatan DHE SDA, 
pemerintah juga memberikan 
berbagai insentif untuk men-
dorong kepatuhan pelaku usa-

ha. Salah satunya melalui fa-
silitas perpajakan berupa tarif 
Pajak Penghasilan (PPh) yang 
lebih rendah dibandingkan in-
strumen investasi reguler. Ke-
bijakan tersebut menunjukkan 
komitmen pemerintah dalam 
menciptakan keseimbangan 
antara penguatan regulasi 
dan dukungan terhadap iklim 
usaha yang sehat.

Pemerintah juga menerap-
kan masa transisi secara berta-
hap agar pelaku usaha memi-
liki waktu yang cukup untuk 
melakukan penyesuaian. Se-
lama masa transisi, aktivitas 
ekspor tetap berjalan normal 
dan kontrak yang sedang 
berlangsung tetap dihormati. 
Pendekatan ini menunjukkan 
komitmen pemerintah dalam 
menjaga kepastian berusaha 
sekaligus mempertahankan 
kepercayaan mitra dagang 
internasional.

Kebijakan DHE SDA me-
rupakan langkah strategis 
yang tidak hanya berfokus 
pada penguatan cadangan 
devisa, tetapi juga pada upaya 
menutup kebocoran devisa 
yang berpotensi mengurangi 
manfaat ekspor bagi negara. 
Dengan devisa yang lebih 
banyak tersimpan di dalam 
negeri, stabilitas nilai tukar 
dapat terjaga, ketahanan ek-
onomi semakin kuat, dan 
daya beli masyarakat tetap 
terlindungi. Melalui kebijakan 
ini, pemerintah menegaskan 
komitmennya untuk memasti-
kan bahwa setiap nilai ekspor 
sumber daya alam membe-
rikan manfaat nyata bagi 
pembangunan nasional dan 
kesejahteraan rakyat Indone-
sia. )* Penulis adalah Mahasiswa 
tinggal di Jakarta

kan bahwa seluruh eksportir 
sumber daya alam diwajibkan 
merepatriasi DHE SDA ke 
dalam negeri dengan tingkat 
kepatuhan 100 persen. Ke-
bijakan ini menjadi langkah 
konkret pemerintah dalam 
memperkuat pengelolaan 
devisa nasional agar setiap 
hasil ekspor dapat memberi-
kan manfaat maksimal bagi 
perekonomian domestik.

Dalam ketentuan tersebut, 
eksportir sektor nonmigas 
diwajibkan menempatkan 
100 persen DHE SDA pada 
rekening khusus di dalam ne-
geri selama minimal 12 bulan. 
Sementara itu, eksportir sektor 
migas diwajibkan menempat-
kan sedikitnya 30 persen DHE 
SDA selama paling singkat 
tiga bulan. Penempatan dana 
dilakukan melalui bank-bank 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sebagai bagian dari 
upaya memperkuat likuiditas 
valuta asing nasional.

Penguatan likuiditas valuta 
asing memiliki peran penting 
dalam menjaga kestabilan 
nilai tukar rupiah. Ketika 
pasokan devisa di dalam ne-
geri meningkat, ketahanan 
ekonomi terhadap gejolak 
eksternal juga menjadi lebih 
kuat. Stabilitas nilai tukar akan 
membantu menjaga harga 
barang impor, bahan baku 

Jangan 
Hanya 

Mengejar 
Perda

OLEH : AINI CAHYADI 

DI Sumatera Ba-
rat, khususnya 
dalam budaya 
Minangjabau, 

tradisi adat tidak hanya hadir 
dalam upacara pernikahan, 
tetapi juga dalam berbagai fase 
kehidupan manusia, termasuk 
kehamilan dan kelahiran. Sa-
lah satu tradisi unik yang ma-
sih dipertahankan hingga kini 
adalah manta salomak kunik 
yang berasal dari Pilubang, 
Kecamatan Harau, Kabupaten 
Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat.

Tradisi ini merupakan ben-
tuk perhatian dan kasih sayang 
keluarga terhadap calon ibu 
dan bayi yang sedang dikan-
dung. Mananta salomak kunik 
dilakukan ketika kandungan 
istri dari anak laki-laki mereka 
memasuki usia tujuh bulan, 
khususnya pada kehamilan 
pertama. Dalam tradisi ini, 
keluarga pihak laki-laki akan 
membeli dan mengantarkan 
berbagai perlengkapan bayi 
kepada pihak perempuan se-
bagai simbol doa, dukungan, 
dan persiapan menyambut ke-
lahiran anggota keluarga baru.

Masyarakat Minangkabau 
dikenal memiliki adat yang 
kuat dan beragam disetiap 

INDONESIA dikenal sebagai negeri yang akan 
kaya akan adat dan budaya. Setiap daerah me-
miliki tradisi yang diwariskan turun-temurun 
sebagai bagian dari identitas masyarakatnya. 

daerahnya. Walaupun berasal 
dari budaya yang sama, setiap 
nagari atau kampung memili-
ki kebiasaan adat yang khas. 
Tradisi maanta salomak kunik 
menjadi salah satu bukti keka-
yaan budaya tersebut.

Di Pilubang tradisi ini masih 
dijalankan oleh sebagian besar 
masyarakat, terutama keluarga 
yang masih memegang teguh 
adat istiadat turun-temurun. 
Kehadiran maanta salomak 
kunuk bukan hanya sekedar 
kebiasaan semata tetapi juga 
kebersamaan dalam hubungan 
masyarakat Minang.

Tradisi ini biasanya dilaku-
kan secara sederhana namun 
penuh makna. Keluarga pihak 
laki-laki datang membawa 
berbagai perlengkapan bayi ke 
rumah pihak perempuan. Ke-
datangan mereka menjadi mo-
men penting yang mempererat 
hubungan kedua keluarga.

Secara bahasa, ”maanta”-
dalam bahasa Minangkabau 
berarti mengantar atau mem-
bawa. Sementara “salomak 
kunik” memiliki makna yang 
berkaitan dengan keselamatan 
dan keberkahan. Walaupun 
istilah ini memiliki penafsiran 
yang berbeda di tengah masy-
arakat, secara umum tradisi ini 

Maanta Salomak Kunik: Tradisi Syukur Dan 
Kepedulian Keluarga di Pilubang, Harau

dimaknai sebagai bentuk doa 
dan harapan agar ibu dan bayi 
selalu berada dalam keadaan 
sehat, selamat, dan diberkahi 
hingga proses persalinan nanti.

Usia kandungan tujuh bulan 
dipilih karena masyarakat Mi-
nang memandang masa tersebut 
sebagai tahap penting dalam 
perkembangan janin. Pada usia 
itu, calon bayi dianggap sudah 
semakin kuat dan tinggal men-
unggu waktu untuk dilahirkan. 
Oleh karena itu, keluarga mera-
sa perlu memberikan perhatian 
khusus kepada ibu hamil se-
bagai bentuk dukungan moral 
maupun materi.

Dalam pelaksanaan maanta 
salomak kunik, keluarga pihak 
laki-laki biasanya membawa 
berbagai perlengkapan bayi 
yang dibutuhkan setelah kelahi-
ran nanti. Barang-barang ter-
sebut umumnya berupa kasur 
bayi, pakaian bayi lengkap, 
kain panjang, bedongan bayi, 
selimut, hingga perlengkapan 
mandi bayi. Semua perleng-
kapan tersebut dipersiapkan 
dengan baik dan disesuaikan 
dengan kebutuhan calon bayi. 
Dahulu, perlengkapan yang 
dibawa cenderung sederhana 
dan dibuat secara tradisional. 
Namun seiring perkembangan 
zaman, isi hantaran kini menjadi 
lebih modern dan beragam.

Meski begitu, esensi tra-
disinya tetap sama, yaitu 
membantu mempersiapkan 
kebutuhan bayi sekaligus men-
unjukkan perhatian keluarga 
pihak laki-laki kepada menan-
tu perempuan dan calon cucu 
mereka.

Selain perlengkapan bayi, 
dalam beberapa keluarga juga 
disertakan makanan atau kue 
tradisional sebagai pelengkap 
acara. Kehadiran makanan ter-
sebut menambah suasana han-
gat dan penuh kebersamaan 
saat keluarga berkumpul.

Salah satu ciri khas tradisi 
maanta salomak kunik adalah 
pelaksanaannya yang umum-
nya hanya dilakukan pada ke-
hamilan pertama. Dalam pan-
dangan masyarakat setempat, 
kehamilan pertama memiliki 
makna yang sangat istimewa 
karena menjadi awal hadirnya 
generasi baru dalam keluarga.

Kehamilan pertama juga 
dianggap sebagai masa yang 
penuh pengalaman baru bagi 
pasangan suami istri. Oleh se-
bab itu, keluarga besar merasa 
perlu memberikan perhatian 
dan dukungan lebih kepada 
calon ibu agar merasa tenang 
dan bahagia dalam menjalani 
masa kehamilan.

Tradisi ini sekaligus menjadi 
bentuk penyambutan terhadap 
calon cucu pertama yang sangat 
dinantikan oleh kedua belah 
pihak keluarga. Karena sifat-
nya yang khusus, pelaksanaan 
maanta salomak kunik biasanya 
dilakukan dengan suasana yang 
lebih meriah dibanding kehami-
lan berikutnya.

Di balik rangkaian tradisi 
ini, tersimpan nilai-nilai sosial 
yang sangat kuat. Maanta 
salomak kunik bukan hanya 
tentang memberikan barang 
atau perlengkapan bayi, tetapi 
juga menjadi simbol kasih 
sayang dan tanggung jawab 

keluarga terhadap anggota 
keluarga baru.

Keluarga pihak laki-laki 
menunjukkan bahwa mere-
ka ikut bertanggung jawab 
dalam mempersiapkan kebu-
tuhan bayi dan mendukung 
kesehatan ibu hamil. Tradisi 
ini juga menjadi bentuk per-
hatian kepada menantu pe-
rempuan agar merasa diterima 
dan dihargai dalam keluarga 
suaminya.

Dalam budaya Minangka-
bau yang menjunjung tinggi 
hubungan kekeluargaan, per-
hatian seperti ini memiliki arti 
yang sangat penting. Keharmo-
nisan hubungan antara kedua 
keluarga menjadi salah satu 
tujuan utama dari pelaksanaan 
adat tersebut.

Selain itu, tradisi ini juga men-
gajarkan nilai gotong royong 
dan kepedulian sosial. Semua 
anggota keluarga biasanya ikut 
membantu mempersiapkan per-
lengkapan yang akan dibawa. 
Ada yang membantu membeli 
barang, membungkus hantaran, 
hingga mendampingi saat acara 
berlangsung.

Di tengah perkembangan 
zaman dan perubahan gaya 
hidup masyarakat, tradisi 
maanta salomak kunik masih 
tetap bertahan di Pilubang dan 
beberapa daerah sekitarnya. 
Walaupun pelaksanaannya 
kini lebih sederhana dibanding 
masa dahulu, masyarakat tetap 
mempertahankan nilai-nilai 
utama yang terkandung di 
dalamnya. Penulis: Prodi Sastra 
Minangkabau, Fakultas Ilmu Bu-
daya, Universitas Andalas
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SULTENG RAYA - Di bawah 
langit Kecamatan Lemito, Kabupa-
ten Pohuwato, fajar baru saja men-
yingsing. Bagi para petani di Desa 
Suka Damai, suara alam di pagi hari 
adalah alarm untuk memulai perju-
angan. Dengan cangkul di bahu dan 
tekad yang kuat, mereka melang-
kah menuju hamparan lahan yang 
menjadi tumpuan hidup. Namun, 
selama bertahun-tahun, langkah 
mereka sering kali terhambat oleh 
kondisi alam yang tak ramah.

Setiap kali musim penghujan tiba, 
jalan setapak yang menjadi urat 
nadi distribusi hasil bumi berubah 
menjadi kubangan lumpur yang 
licin dan berbahaya. Ongkos angkut 
jagung, kelapa, hingga kakao me-
lonjak karena kendaraan pelat roda 
dua maupun roda empat kesulitan 
menjangkau area pertanian. Pro-
duktivitas pun seolah terbelenggu 
oleh keterbatasan infrastruktur.

Namun, kini cerita itu mulai ber-
ganti. Harapan yang dulu sempat 
surut, kembali merekah seiring den-
gan hadirnya Program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
dari PLN. Melalui inisiatif pem-
bangunan Jalan Usaha Tani, PLN 
hadir tidak hanya untuk menerangi 
rumah-rumah warga, tetapi juga 
membentangkan jalan menuju kese-
jahteraan ekonomi yang lebih baik.

General Manager PLN Unit Induk 
Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (UID Sulut-
tenggo), Usman Bangun, menyam-
paikan bahwa bantuan ini adalah 
manifestasi dari komitmen PLN 
dalam mendukung pembangunan 
yang inklusif dan berkelanjutan 
hingga ke pelosok desa.

“Kami percaya bahwa kemajuan 
sebuah daerah dimulai dari pen-
guatan ekonomi masyarakat desa-
nya. Pembangunan Jalan Usaha Tani 
di Desa Suka Damai ini bukan seka-
dar membangun infrastruktur fisik, 
melainkan membuka akses terhadap 
kesempatan ekonomi yang jauh lebih 
luas. Kami ingin memastikan keha-
diran PLN dapat dirasakan langs-
ung manfaatnya, membantu petani 
memangkas biaya operasional, dan 
mempercepat distribusi hasil bumi 
ke pasar,” ungkap Usman.

Usman menambahkan bahwa 
program ini sejalan dengan visi 

PLN untuk memberikan kontribusi 
nyata yang melampaui core bisnis 
kelistrikan.

“Listrik adalah energi yang meng-
gerakkan kehidupan, namun infra-
struktur yang layak adalah peng-
gerak roda perekonomian. Kami 
berharap jalan baru ini menjadi 
jembatan bagi para petani di Lemi-
to menuju masa depan yang lebih 
mandiri, produktif, dan berdaya 
saing tinggi,” tambahnya.

Kehadiran akses jalan yang kini 
jauh lebih kokoh dan mudah di-
lalui disambut haru oleh warga 
setempat. Kepala Desa Suka Damai, 
Yusuf Abubakar Mohi, tak mampu 
menyembunyikan rasa bahagianya 
saat melihat langsung aktivitas war-
ganya yang kini jauh lebih lancar.

“Kami menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada 
PLN atas bantuan pembangunan 
Jalan Usaha Tani ini. Dimana bantu-
an ini sangat mempermudah akses 
pertanian dalam hal pengangkutan 
hasil-hasil pertanian seperti jagung, 
kelapa, dan cacao. Rata-rata di sini 
ketika aksesnya agak sulit maka 
mempengaruhi biaya pengang-
kutan, sehingga dengan adanya 
jalan tani ini sangat membantu 
dan memberikan dampak positif 
yang luar biasa bagi para petani,” 
ungkap Yusuf.

Kini, kendaraan pengangkut hasil 
tani dapat masuk langsung hingga 
ke dekat area perkebunan. Efisiensi 
waktu dan terpangkasnya biaya 
transportasi memberikan ruang 
bernapas lebih lega bagi para peta-
ni untuk menikmati hasil keringat 
mereka secara utuh.

Pembangunan Jalan Usaha Tani 
ini menjadi bukti nyata bahwa 
kolaborasi yang tepat sasaran dapat 
menciptakan perubahan sosial 
yang masif. PLN tidak hanya hadir 
sebagai penyedia daya, tetapi juga 
sebagai mitra setia masyarakat 
dalam merajut kesejahteraan.

Setapak demi setapak, jalan yang 
dulunya menjadi penghambat kini 
telah bertransformasi menjadi 
penghubung. Penghubung antara 
kerja keras di ladang dengan ke-
sejahteraan di rumah, serta antara 
hari ini dan masa depan yang lebih 
cerah bagi seluruh masyarakat Desa 
Suka Damai. *HJ

MARKETING Kalla Toyota melayani calon customer pada iven display Kalla Toyota di salah satu 
pusat perbelanjaan. FOTO: DOK. KALLA TOYOTA

SULTENG RAYA – Ting-
ginya nilai jual kembali 
(trade in) kendaraan Toyota 
di pasar otomotif Sulawesi 
bahkan Indonesia tak lepas 
dari kombinasi berkelan-
jutan yang dimiliki dea-
lernya – Kalla Toyota. 

Kualitas produk yang te-
ruji, jaringan layanan purna 
jual yang luas, serta kemu-
dahan mendapatkan suku 
cadang dinilai menjadi tiga 
faktor kunci agar konsumen 
makin mantap untuk me-

milih Toyota sebagai mobil 
impian yang sewaktu-waktu 
dapat ditukar kembali den-
gan harga yang kompetitif.

Demikian dikatakan Mar-
keting General Manager Kalla 
Toyota, Suliadin, kepada Sulteng 
Raya, Rabu pagi, (3/6/2026).

“Toyota selama ini diken-
al memiliki durability (daya 
tahan) kendaraan yang 
terbukti puluhan tahun. 
Faktor itu menjadi salah 
satu pertimbangan utama 
masyarakat dalam memi-

lih kendaraan, terutama 
bagi konsumen cerdas yang 
memikirkan nilai investasi 
jangka panjang,” katanya.

Selain kualitas produk, 
lanjut Suliadin, ketersediaan 
layanan servis yang tersebar 
di berbagai daerah juga 
menjadi keunggulan tersen-
diri. Jaringan bengkel resmi 
Toyota yang hadir hingga 
ke berbagai kota memung-
kinkan pemilik kendaraan 
menjaga riwayat perawatan 
(service record, red) secara 

konsisten, meskipun berada 
di luar daerah tempat ken-
daraan dibeli.

“Layanan servis Toyota 
yang ada di mana-mana 
membuat service record 
kendaraan tetap terjaga. Hal 
ini menjadi salah satu faktor 
penting yang memengaruhi 
nilai jual kembali kenda-
raan,” ujar Suliadin. 

Dia menambahkan bahwa 
kemudahan memperoleh 
suku cadang juga tak lepas 
menjadi faktor pendukung 
tingginya harga jual kembali 
kendaraan Toyota. 

Konsumen tidak perlu 
khawatir terhadap keterse-

diaan komponen kendaraan 
karena jaringan distribusi 
suku cadang Toyota telah 
menjangkau berbagai wi-
layah.

Terlebih lagi, Kalla Toyo-
ta terus mengintensifkan 
edukasi ke masyarakat ih-
wal pentingnya perawatan 
berkala kendaraan. Upaya 
tersebut dilakukan bersa-
maan dengan peningkatan 
kualitas layanan kepada 
pelanggan guna mengha-
dirkan solusi kepemilikan 
kendaraan yang lebih mu-
dah dan menguntungkan.

Menurutnya, kesadaran 
masyarakat melakukan 

servis berkala sangat ber-
pengaruh terhadap kondisi 
kendaraan dan nilai jualnya 
di masa mendatang. Ken-
daraan yang memiliki ri-
wayat perawatan yang baik 
umumnya lebih diminati di 
pasar mobil bekas.

Selain mengandalkan 
kualitas produk dan lay-
anan purna jual, Toyota 
juga menghadirkan berba-
gai program kepemilikan 
kendaraan, salah satunya 
melalui program SmartUp-
grade yang memberikan 
kemudahan bagi konsumen 
untuk memiliki kendaraan 
Toyota impian.

Saat ini, seluruh model 
Toyota dinilai memiliki nilai 
jual kembali yang kompetitif. 
Namun, sejumlah model terca-
tat menjadi yang paling dimi-
nati di pasar kendaraan bekas; 
Agya, Calya, Avanza, Rush, 
Innova, hingga Fortuner.

“Dengan dukungan ku-
alitas produk, jaringan 
layanan servis yang luas, 
kemudahan suku cadang, 
serta program kepemilikan 
yang beragam, Toyota terus 
mempertahankan posisinya 
sebagai salah satu merek 
kendaraan dengan nilai jual 
kembali yang tinggi,” tutup 
Suliadin. RHT

SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan terus 
berupaya mewujudkan in-
dustri Bank Perekonomian 
Rakyat (BPR) dan Bank Pe-
rekonomian Rakyat Syariah 
(BPRS) terus tumbuh menja-
di bank yang berintegritas, 
tangguh, dan kontributif 
dalam memberikan akses 
keuangan kepada UMKM 
dan masyarakat di wilay-
ahnya. 

Kepala Eksekutif Penga-
was Perbankan OJK, Dian 
Ediana Rae menyampaikan, 
dinamika ekonomi di ting-
kat global maupun regio-
nal merupakan tantangan 
bagi industri perbankan, 
termasuk BPR dan BPRS. 
Perkembangan teknologi 
informasi di bidang keuan-
gan yang juga semakin masif 
berdampak pada perubahan 
perilaku, ekspektasi, dan 
kebutuhan masyarakat ter-
hadap layanan keuangan 
dari bank. 

BPR dan BPRS meng-
hadapi persaingan yang 
semakin ketat, termasuk 
pada penyaluran kredit 
atau pembiayaan kepada 
segmen mikro dan kecil 
yang diiringi dengan potensi 
peningkatan risiko kredit 
atau pembiayaan.

Menurut Dian, untuk 
menjawab berbagai tantan-
gan tersebut serta menin-
daklanjuti amanat dalam 
Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2023 tentang Pen-
gembangan dan Penguatan 
Sektor  Keuangan (UU 
P2SK), OJK telah menerbit-
kan Roadmap Pengemban-
gan dan Penguatan Industri 
BPR dan BPRS 2024-2027 
guna mewujudkan BPR dan 
BPRS menjadi bank yang 
berintegritas, tangguh, dan 
kontributif dalam memberi-
kan akses keuangan kepada 
UMKM dan masyarakat di 
wilayahnya. 

Roadmap ini merupa-
kan acuan BPR dan BPRS 
dalam merumuskan strategi 
bisnis yang resilien agar 
dapat mempertahankan 
kinerja dan eksistensinya. 
Roadmap difokuskan pada 
empat pilar yaitu Penguatan 
Struktur dan Daya Saing, 
Akselerasi Digitalisasi BPR 
dan BPRS, Penguatan Peran 
BPR dan BPRS di Wilayah, 
serta Penguatan Pengaturan, 
Perizinan dan Pengawasan.

“Melalui penguatan struk-
tur dan daya saing, BPR dan 
BPRS diharapkan dapat me-
ningkatkan pertumbuhan 
kegiatan usahanya ke de-
pan, mengantisipasi dam-
pak gejolak perekonomian, 
serta meningkatkan daya 
saing industri dalam men-
jalankan fungsi intermedi-
asinya kepada masyarakat 
dan sektor UMKM,” kata 

Konsolidasi BPR dan BPRS
OJK senantiasa men-

dorong ketahanan dan kon-
tribusi industri BPR dan 
BPRS dalam perekonomian 
di wilayahnya melalui ke-
bijakan pemenuhan modal 
inti minimum dan konso-
lidasi, sehingga diharap-
kan industri BPR dan BPRS 
mampu untuk menghadapi 
tantangan dan tuntutan dari 
dinamika perekonomian 
dan persaingan industri 
perbankan.

Sampai dengan akhir 
April 2026, sebanyak 57 
BPR dan BPRS telah di-
setujui untuk konsolidasi 
menjadi 18 BPR dan BPRS 
serta lebih dari 200 BPR dan 
BPRS masih dalam proses 
perizinan penggabungan 
atau peleburan di OJK. 

Selain itu, sebagian be-
sar BPR dan BPRS telah 
memenuhi modal inti mi-
nimum sebesar Rp6 miliar. 
Bagi BPR dan BPRS yang 
belum memenuhi telah di-
tempuh upaya aksi kor-
porasi antara lain penam-
bahan modal disetor dan/
atau konsolidasi. Melalui 
langkah-langkah tersebut, 

tujuan penguatan industri 
BPR dan BPRS diharapkan 
dapat dicapai.

Untuk mendukung le-
bih jauh penguatan peran 
perbankan di daerah, OJK 
senantiasa mendorong si-
nergi BPR dan BPRS den-
gan Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) dalam ben-
tuk konsolidasi BPR dan 
BPRS yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah di ba-
wah BPD. 

Sinergi ini diharapkan 
dapat meningkatkan kont-
ribusi perbankan terhadap 
penyaluran kredit untuk 
level mikro dan meningkat-
kan kualitas penerapan tata 
kelola di BPR dan BPRS, 
sehingga dapat memper-
kuat struktur perekonomian 
daerah sekaligus menopang 
daya saing nasional.

Bersama para pemangku 
kepentingan terkait, OJK 
akan senantiasa mendukung 
implementasi Roadmap 
melalui berbagai upaya stra-
tegis agar industri BPR dan 
BPRS tumbuh semakin baik 
dan memiliki peran opti-
mal untuk ikut serta dalam 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah. RHT

Dian dalam keterangan ter-
tulis yang diterima Sulteng 
Raya, Rabu (3/6/2026).

Kinerja Positif Industri 
BPR dan BPRS

Industri BPR dan BPRS 
tetap tumbuh positif den-
gan indikator keuangan 
yang baik dan terjaga. Sam-
pai dengan Maret 2026, 
total aset BPR dan BPRS 
mengalami pertumbuhan 
sebesar 3,70 persen year-on-
year (yoy) menjadi sebesar 
Rp236,69 triliun. Adapun 
penyaluran kredit/pembia-
yaan industri BPR dan BPRS 
dapat tumbuh sebesar 2,83 
persen yoy menjadi sebesar 
Rp176,96 triliun, didukung 
oleh pertumbuhan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) sebesar 
3,16 persen yoy menjadi se-
besar Rp165,49 triliun. 

Kinerja ini juga didukung 
dengan ketahanan permo-
dalan yang relatif kuat untuk 
menopang risiko dengan 
rasio CAR agregat industri 
BPR dan BPRS sebesar 27,20 
persen, atau berada cukup 
jauh di atas ketentuan regu-
lator. Industri BPR dan BPRS 
terus berupaya memperkuat 
langkah mitigasi risiko mel-
alui penerapan manajemen 
dan tata kelola yang baik 
dalam penyaluran kredit, 
pelaksanaan monitoring pas-
ca- pencairan secara intensif, 
serta pembentukan cadan-
gan kerugian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Peran Industri BPR dan 
BPRS dalam Sektor UMKM

Secara geografis dan 
kultural, BPR dan BPRS 
merupakan lembaga jasa 
keuangan yang lebih de-
kat dalam pemberian akses 
keuangan kepada pelaku 
UMKM, sejalan dengan 
amanat UU P2SK bahwa 
BPR dan BPRS memiliki 
fokus untuk memberikan 
layanan keuangan kepada 
UMK dan masyarakat di 
wilayah sekitarnya. 

Penyaluran kredit/pem-
biayaan UMKM oleh BPR 
dan BPRS tetap tumbuh dan 
terjaga kualitasnya, dengan 
porsi penyaluran mencapai 
50,07 persen dari total kre-
dit/pembiayaan pada posisi 
Maret 2026. 

Meskipun telah memili-
ki komposisi yang cukup 
tinggi, penyaluran kredit/
pembiayaan tersebut dapat 
terus ditingkatkan, terma-
suk melalui kerjasama den-
gan lembaga jasa keuangan 
lainnya serta dengan berpar-
tisipasi aktif dalam pembia-
yaan yang terkait dengan 
program OJK bersama Tim 
Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD), seperti 
kredit/pembiayaan mela-
wan rentenir (K/PMR) dan 
kredit/pembiayaan sektor 
pertanian (K/PSP).  

 Jalan Tani PLN Pangkas Biaya, 
Senyum Petani Merekah

INVESTASI CERDAS 

Kalla Toyota Beberkan Tiga Kunci 
Toyota Tetap Mahal saat Dijual Kembali
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Kegiatan ini menjadi 
bentuk kepedulian sosial 
serta upaya mempererat 
hubungan dengan masya-
rakat. Penyerahan dilaku-

kan langsung oleh Kepala 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Palu, Muhammad Akmal 
dengan semangat berbagi 
dan kebersamaan.

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, saat menyalurkan daging kurban ke 
salah satu panti asuhan. FOTO: TANGKAPAN LAYAR FB KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Imigrasi Palu 
Salurkan 

Daging Kurban 
ke Panti Asuhan

SULTENG RAYA – Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu menyalurkan daging kurban ke-
pada Panti Asuhan Al Hijrah Sigi dan Panti 
Asuhan Kasih Sayang Anak dalam rangka 
Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal, menyampaikan 
bahwa momentum Idul 
Adha diharapkan dapat me-
numbuhkan nilai keikhlasan 
dan solidaritas sosial.

“Melalui kegiatan terse-
but, Imigrasi Palu berha-
rap bantuan yang diberi-
kan dapat bermanfaat dan 
membawa kebahagiaan bagi 
anak-anak panti asuhan,” 
harapnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
melaksanakan penyembeli-
han hewan kurban bantuan 
dari Gubernur Sulawesi 
Tengah (Sulteng), Anwar 
Hafid, dalam rangka mem-
peringati Hari Raya Idul 
Adha 1447 Hijriah, Rabu 
(27/5/2026).

Kegiatan penyembelihan 
hewan kurban dilaksanakan 
di lingkungan LPKA Kelas II 
Palu dan disaksikan langs-
ung oleh Kepala LPKA Palu, 
pejabat struktural, pegawai, 
serta sejumlah anak bin-
aan. Proses penyembelihan 
berlangsung dengan tertib, 
lancar, dan tetap memperha-
tikan nilai-nilai kebersihan 
serta syariat Islam.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, menyampaikan 
apresiasi dan ucapan teri-
ma kasih kepada Gubernur 
Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid atas bantuan hewan 
kurban yang diberikan ke-
pada LPKA Palu. 

Menurutnya, bantuan 
tersebut menjadi bentuk 
kepedulian dan perhatian 
terhadap anak binaan di 
lingkungan LPKA Palu. 
“Momentum Idul Adha 
mengajarkan kita tentang 
keikhlasan, kepedulian, dan 
semangat berbagi terhadap 
sesama. Kami sangat bersyu-
kur atas bantuan hewan kur-

SEJUMLAH pegawai LPKA Palu saat menyembelih hewan kurban sapi bantuan dari Gubernur Su-
lawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 
(27/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Bantuan Hewan Kurban Gubernur Sulteng 
Jadi Kebahagiaan Anak Binaan LPKA Palu

ban ini sehingga manfaatnya 
dapat dirasakan langsung 
oleh anak binaan dan masy-
arakat yang membutuhkan,” 
ujar Welli.

Sementara, Gubernur 
Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid, mengatakan bah-
wa bantuan hewan kurban 
tersebut merupakan ben-
tuk perhatian pemerintah 
daerah kepada anak binaan 
agar mereka juga dapat me-
rasakan kebahagiaan dan 
keberkahan Hari Raya Idul 
Adha.

“Ini adalah bentuk per-
hatian dari Pemerintah Pro-

vinsi Sulawesi Tengah agar 
anak-anak binaan di LPKA 
Palu dapat merasakan ke-
bahagiaan Idul Adha. Kami 
berharap bantuan hewan 
kurban ini dapat memberi-
kan dan menumbuhkan rasa 
kebersamaan, serta menjadi 
motivasi bagi anak-anak 
binaan untuk terus memper-
baiki diri dan menatap masa 
depan dengan lebih baik,” 
ujar Anwar Hafid.

Daging kurban yang telah 
dipotong kemudian dibagi-
kan kepada 52 orang anak 
binaan yang diolah untuk 
makan bersama, 20 paket di 

panti asuhan  Zalziah dan 
Rumah Tahfizh Qur’an, 
serta para pegawai di ling-
kungan LPKA Kelas II Palu. 
Pembagian daging kurban 
dilakukan secara tertib seba-
gai bentuk rasa syukur dan 
upaya mempererat tali sila-
turahmi serta kebersamaan 
antar sesama.

Melalui kegiatan ini, di-
harapkan nilai-nilai keber-
samaan, kepedulian sosi-
al, dan semangat berbagi 
dapat terus tumbuh, baik 
bagi anak binaan maupun 
seluruh pegawai di lingkun-
gan LPKA Kelas II Palu.*/YAT

SULTENG RAYA - Tim 
bola basket Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) resmi meno-
rehkan sejarah dengan tampil 
perdana pada ajang bergengsi 
Kejuaraan Nasional Basket 
Kapolri Cup 2026 antar Polda 
se-Indonesia yang berlangs-
ung pada tanggal 18-23 Mei 
2026 di MS Arena BSD, Tan-
gerang, Banten.

Keikutsertaan ini menjadi 
momen penting bagi Polda 
Sulteng karena untuk pertama 
kalinya ambil bagian dalam 
kompetisi nasional tersebut 
sejak Kapolri Cup Basket mu-
lai bergulir dua tahun terakhir.

Pada laga pembuka yang 
digelar Senin (18/5/2026), tim 
basket Polda Sulteng sukses 
mencuri perhatian dengan 
menaklukkan tuan rumah, 
tim Polda Banten, dengan skor 
meyakinkan 39-31.

Kemenangan tersebut men-
jadi awal manis sekaligus 
bukti bahwa semangat juang 
dan kekompakan mampu 
membawa tim pendatang 
baru bersaing di level nasional.

Tim basket Polda Sulteng 
yang diketuai Bripka Hen-
dra dan berada di bawah 
arahan Coach Eddy tampil 
disiplin serta menunjukkan 
determinasi tinggi sepanjang 
pertandingan.

Dukungan penuh dari Brig-
jen Pol Viktor Alexander Late-
ka disebut menjadi salah satu 
faktor penting yang memba-
kar motivasi pemain sehingga 
mampu tampil percaya diri di 
lapangan.

Keberhasilan meraih keme-
nangan pada pertandingan 

TIM bola basket Polda Sulawesi Tengah. FOTO: DOK POLDA 
SULTENG

Tampil Perdana di Kapolri Cup, Tim 
Basket Polda Sulteng Raih Kemenangan

pertama juga menjadi sunti-
kan moral bagi skuad Polda 
Sulteng untuk menghadapi 
laga berikutnya.

Tim bola basket Polda Sul-
teng dijadwalkan kembali 
bertanding menghadapi Polda 
Kalimantan Timur pada Sela-
sa (19/05/2026).

Kejuaraan Nasional Basket 
Kapolri Cup 2026 sendiri di-
ikuti oleh 29 tim, terdiri dari 
26 tim Polda, 2 satuan kerja 
Mabes Polri, dan 1 tim PTIK, 
menjadikan kompetisi ini se-
bagai ajang adu kemampuan 

sekaligus mempererat solidi-
tas antar institusi di lingkun-
gan Polri. Kabid Humas Polda 
Sulteng, Kombes Pol Djoko 
Wienartono melalui Kasubbid 
Penmas Kompol Reky Moni-
ung menyampaikan apresiasi 
atas perjuangan dan semangat 
yang ditunjukkan tim basket 
Polda Sulteng.

“Keikutsertaan tim basket 
Polda Sulteng di Kapolri Cup 
2026 merupakan kebanggaan 
tersendiri karena ini menjadi 
sejarah baru bagi Polda Sul-
teng. Kemenangan pada laga 

perdana menunjukkan bahwa 
dengan semangat, disiplin, 
kerja sama tim, dan dukungan 
pimpinan, personel kita mam-
pu bersaing di tingkat nasio-
nal,” ujar Kasubbid Penmas.

Ia mengatakan, olahraga 
bukan hanya tentang keme-
nangan, tetapi juga menjadi 
wadah membangun solidari-
tas, sportivitas, mental juang, 
serta semangat kebersamaan 
di lingkungan Polri.

Lebih lanjut, Kasubbid Pen-
mas berharap capaian awal 
tersebut dapat menjadi mo-
tivasi bagi seluruh pemain 
untuk terus memberikan pe-
nampilan terbaik pada pertan-
dingan berikutnya.

“Kami berharap tim basket 
Polda Sulteng tetap menja-
ga kekompakan, fokus, dan 
semangat juang pada setiap 
pertandingan. Jangan cepat 
puas dengan satu kemenan-
gan. Jadikan hasil ini sebagai 
energi positif untuk terus 
melangkah dan membawa 
nama baik Polda Sulteng. 
Menang atau kalah adalah 
bagian dari kompetisi, namun 
semangat pantang menyerah 
dan kehormatan dalam ber-
tanding adalah nilai utama,” 
harapnya.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  - 
Pangdam XXIII/Palaka Wira 
(PW), Mayjen TNI J. Binsar 
P. Sianipar, memberikan mo-
tivasi serta semangat kepa-
da Prajurit Kodam XXIII/
PW yang mengikuti Lomba 
Pencak Silat Militer (PSM) 
Virtual Satuan Jajaran TNI 
AD Tahun Anggaran 2026 
yang berlangsung di GOR 
Gelora Bumi Kaktus, Jalan 
Yos Sudarso, Kelurahan Ta-
lise, Kecamatan Mantikulore, 
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 
Selasa (2/6/2026). Kegiatan 
lomba dipimpin langsung 
oleh Kadisjasad, Brigjen TNI 
Andri Amijaya Kusumah, dan 
diikuti oleh para peserta dari 
satuan jajaran TNI AD yang 
dilakukan secara virtual dari 
masing-masing Kotama.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan apresiasi 
atas terselenggaranya lomba 
ini  sebagai salah satu wadah 
pembinaan personel yang 
adaptif terhadap perkemban-
gan teknologi. 

Menurut Panglima, lomba 
Pencak Silat Militer tidak ha-
nya menjadi ajang kompetisi, 
tetapi juga sarana untuk me-

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, saat mem-
berikan motivasi serta semangat kepada Prajurit Kodam XXIII/PW yang 
mengikuti Lomba Pencak Silat Militer (PSM) Virtual Satuan Jajaran TNI 
AD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di GOR Gelora Bumi Kaktus, 
Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Prajurit Kodam XXIII/PW Ikuti 
Lomba Pencak Silat Militer

ningkatkan kemampuan bela 
diri, disiplin, mental juang, 
dan profesionalisme prajurit. 
Kegiatan Pembukaan Lomba 
PSM Virtual Satjar TNI AD TA 
2026 merupakan bagian dari 
program pembinaan personel 
TNI AD yang bertujuan me-
ningkatkan kemampuan bela 
diri militer, menumbuhkan 
jiwa sportivitas, serta mempe-

rerat semangat kebersamaan 
antar satuan. 

Kehadiran pejabat Kodam 
mencerminkan dukungan dan 
komitmen pimpinan dalam 
membina kemampuan praju-
rit sekaligus melestarikan Pen-
cak Silat Militer sebagai salah 
satu kemampuan dasar yang 
harus dimiliki setiap Prajurit 
TNI AD.*/YAT

OJK (ILUSTRASI). FOTO: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

OJK Wujudkan Industri BPR/BPRS 
Berintegritas, Tangguh dan Berkontribusi 
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RUPST, PT Vale 
Rombak Dewan 

Komisaris

Menurutnya hilirisasi sa-
wit dan program biodiesel 
bukan hanya berdampak 
pada sektor energi, tetapi 
juga berpotensi meningkat-
kan kesejahteraan petani 
sawit dan memperkuat pe-
rekonomian daerah.

Maka keadilan fiskal, sta-
bilitas harga sawit rakyat 
dan keterlibatan aktif daer-
ah harus menjadi prioritas 
bersama.

Dalam pertemuan den-
gan Dewan Energi Nasio-
nal (DEN) berlangsung di 
Jakarta pada Selasa (2/6), 
AKPSI membahas sinkro-
nisasi kebijakan hilirisasi 
sawit nasional, percepatan 
implementasi mandatori 
biodiesel menuju B50, hing-
ga penguatan hak fiskal 
daerah melalui skema Dana 
Bagi Hasil (DBH) sawit yang 
dinilai perlu lebih proporsi-
onal dan berkeadilan bagi 
daerah penghasil.

“ A K P S I  m e n d u k u n g 
penuh kebijakan pemerintah 
pusat di bawah kepemim-
pinan Presiden Prabowo 
Subianto dalam mendorong 

transformasi energi, menu-
ju implementasi B50 dan 
pencapaian target Net Zero 
Emission 2050,” ucap Delis 
yang juga Bupati Morowali 
Utara.

Ia mengemukakan siner-
gitas lintas sektor menjadi 
kunci agar kebijakan energi 
berbasis sawit tidak hanya 
berorientasi pada pencapai-
an target nasional, tetapi 
juga memberikan dampak 
ekonomi bagi masyarakat di 
daerah penghasil.

“Pemerintah daerah siap 
berperan aktif dalam per-
cepatan perencanaan energi 
nasional. Kemudian daerah 
juga perlu dilibatkan secara 
konkret, termasuk dalam 
pengawasan harga sawit 
rakyat, penguatan infrast-
ruktur pendukung, hingga 
kepastian regulasi investa-
si,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu AK-
PSI menyampaikan sejum-
lah usulan yakni optimali-
sasi peran Badan Usaha Mi-
lik Daerah (BUMD) dalam 
pengelolaan lahan sawit 
agrinas guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), penyelesaian keti-
dakpastian hukum terkait 
Hak Guna Usaha (HGU), 
hingga penguatan kerja 
sama transisi energi melalui 
rencana penandatanganan 
Nota Kesepahaman (MoU) 
bersama DEN.

AKPSI juga menyatakan 
kesiapan daerah anggota 
mendukung target pengem-
bangan 100 gigawatt (GW) 
energi baru terbarukan, me-
lalui penyediaan lahan po-
tensial untuk pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) serta energi 
berbasis biomassa sawit.

Pada pertemuan itu meng-
hasilkan empat poin kesepa-
katan yang segera ditinda-
klanjuti kedua belah pihak 
yakni komitmen DEN men-
jembatani koordinasi antara 
AKPSI dan Kementerian 
Pertanian (Kementan), guna 
memperkuat pengawasan 
harga sawit rakyat serta 
optimalisasi produktivitas 
perkebunan.

“DEN bersama AKPSI 
akan membangun koor-

dinasi dengan PT Agrinas 
Palma Nusantara (APN) 
guna menjamin kesiapan pa-
sokan bahan baku biodiesel 
menuju implementasi B50,” 
tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelas-
kan DEN juga menyatakan 
kesiapan memfasilitasi koor-
dinasi antara AKPSI dan Ke-
menterian Keuangan, terkait 
evaluasi formula DBH sawit 
supaya lebih transparan, 
proporsional, serta berkeadi-
lan bagi daerah penghasil.

Sementara itu Anggota 
DEN Satya Widya Yudha 
menyambut positif langkah 
proaktif AKPSI dalam mem-
bantu percepatan transisi 
energi nasional.

Menurutnya, kesiapan 
daerah dalam menyediakan 
pasokan  feedstock  menjadi 
faktor penting keberhasilan 
peta jalan biodiesel nasional, 
dari B40 menuju B50.

“Keterlibatan aktif daer-
ah penghasil sawit sangat 
menentukan keberhasilan 
agenda kemandirian energi 
nasional yang berkelan-
jutan,” ujarnya. ANT

panjang, dan postur tata 
kelola yang kuat di tengah 
dinamika harga nikel global 
yang menantang.

Sepanjang 2025, PT Vale 
menunjukkan ketahanan 
operasional yang solid den-
gan berhasil membukukan 
peningkatan laba bersih 
sebesar 32% menjadi AS$76 
juta, didukung oleh pertum-
buhan pendapatan sebesar 
4% menjadi AS$990 juta, 
EBITDA sebesar AS$228 
juta, dan unit cash cost of 
sales nikel matte yang relatif 
terjaga.

Sebagai bentuk apresiasi 
atas kinerja tersebut, para 
pemegang saham menyetu-
jui total dividen tunai sebe-
sar AS$45.638.211, mewakili 
rasio pembayaran sebesar 
60% dari laba bersih tahun 
buku 2025 yang akan didis-
tribusikan kepada peme-
gang saham yang terdaftar 
pada tanggal pencatatan 
12 Juni 2026, dengan tang-
gal pembayaran 26 Juni 
2026. Sisa keuntungan bersih 
Perseroan akan kemudian 
dicatat sebagai laba yang 
tertahan untuk mendukung 

perkembangan Perseroan.
Presiden Direktur dan 

Chief Executive Officer PT 
Vale, Bernardus Irmanto 
menyampaikan, di tengah 
tantangan industri global, 
PT Vale mampu menjaga ki-
nerja operasional yang solid, 
memperkuat profitabilitas, 
dan melanjutkan transfor-
masi menuju perusahaan 
tambang mineral kritis yang 
lebih terintegrasi dan berke-
lanjutan. 

“Dividen yang kami 
tetapkan dan kemajuan 
proyek-proyek HPAL kami 

mencerminkan keyakinan 
kami terhadap posisi jangka 
panjang Indonesia sebagai 
sumber nikel rendah karbon 
dan bertanggung jawab bagi 
transisi energi global,” kata 
Bernardus dalam keteran-
gan tertulis usai RUPST. 

“Kami akan terus berfo-
kus pada praktik pertam-
bangan terbaik, hilirisasi 
yang bertanggung jawab, 
serta penciptaan nilai jang-
ka panjang bagi negara dan 
seluruh pemangku kepen-
tingan,” ujarnya menam-
bahkan. RHT

Ia menjelaskan secara 
umum inflasi tahunan ter-
sebut dipicu kenaikan harga 
pada sejumlah kelompok 
pengeluaran. Kelompok 
makanan, minuman dan 
tembakau mengalami ke-
naikan sebesar 3,28 persen, 
kelompok perumahan, air, 
listrik dan bahan bakar ru-
mah tangga 1,49 persen, 
kelompok perlengkapan, 
peralatan dan pemeliharaan 
rutin rumah tangga 0,40 
persen, kelompok kesehatan 

1,86 persen, serta kelompok 
transportasi 1,98 persen.

Adapun komoditas yang 
dominan memberikan andil 
terhadap inflasi tahunan 
pada Mei 2026 antara lain 
emas perhiasan, beras, 
angkutan udara, bahan ba-
kar rumah tangga, tomat, 
minyak goreng, bawang 
merah, dan ikan cakalang.

Sementara itu, komoditas 
yang dominan memberi-
kan andil terhadap inflasi 
bulanan pada Mei 2026 

antara lain angkutan udara, 
bahan bakar rumah tang-
ga, minyak goreng, cabai 
merah, beras, mi kering in-
stan, sawi hijau, ikan lajang, 
pasta gigi, emas perhiasan, 
sigaret kretek mesin (SKM), 
tomat, ikan ekor kuning, 
martabak, dan solar.

“Inflasi tertinggi terjadi di 
Luwuk sebesar 3,98 persen 
dengan IHK 116,70, sedang-
kan inflasi terendah terjadi 
di Kabupaten Morowali 
sebesar 1,61 persen dengan 

IHK 112,04,” katanya.
Sementara itu, Kabupa-

ten Tolitoli mencatat inflasi 
tahunan sebesar 2,90 persen 
dengan IHK 119,54, dan 
Kota Palu sebesar 2,82 per-
sen dengan IHK 110,83.

Secara bulanan, Luwuk 
mencatat inflasi tertinggi 
sebesar 0,79 persen, diikuti 
Kabupaten Tolitoli sebesar 
0,63 persen, Kabupaten Mo-
rowali sebesar 0,12 persen, 
dan Kota Palu sebesar 0,11 
persen. ANT

Keberhasilan tersebut 
merupakan hasil kerja ber-
sama seluruh pemangku 
kepentingan mulai dari pe-
tani, pemerintah pusat dan 
daerah, TNI, Polri, penyu-
luh pertanian, penggilingan 
padi hingga seluruh insan 
Bulog yang bekerja tanpa 
mengenal waktu selama 
musim panen berlangsung.

Pemimpin Wilayah (Pim-
wil) Bulog Kanwil Sulteng, 
Jusri menyampaikan, be-
saran serapan domestik 
itu (8.700 ton setara beras, 
red) telah menyamai total 
serapan sepanjang tahun 
2025, sebuah capaian yang 
menjadi indikator kuat 
meningkatnya efektivitas 
program pengadaan beras 
dan gabah yang tengah 
dijalankan.

“Realisasi serapan sebe-
sar 8.700-an ton setara beras 
di wilayah kerja Kanwil 
Sulteng menunjukkan ko-
mitmen kami untuk terus 
hadir di tengah petani, 
memastikan hasil panen 
terserap secara optimal, ser-
ta mendukung penguatan 
ketahanan pangan nasio-

nal,” ujar Pimwil Jusri. 
Capaian nasional ter-

sebut menjadi bukti bah-
wa kebijakan pemerintah 
dalam menjaga harga ga-
bah kering petani melalui 
penetapan Harga Pembeli-
an Pemerintah (HPP) sebe-
sar Rp6.500 per kilogram 
berjalan efektif dan mampu 
memberikan kepastian pa-
sar bagi petani di seluruh 
Indonesia.

Keberhasilan serapan ini 
juga berdampak langsung 
terhadap penguatan stok 
Cadangan Beras Pemer-
intah (CBP) yang saat ini 
berada pada level tertinggi 
dalam sejarah modern pen-
gelolaan pangan nasional. 

Stok beras yang dikelola 
Bulog telah melampaui 5 
juta ton sehingga membe-
rikan jaminan ketersediaan 
pangan yang kuat untuk 
menghadapi berbagai ke-
butuhan pemerintah, mu-
lai dari stabilisasi harga, 
bantuan pangan, hingga 
mitigasi potensi bencana 
dan gejolak pasar.

Lebih lanjut, Bulog opti-
mistis target pengadaan 4 

juta ton setara beras pada 
tahun 2026 dapat tercapai 
bahkan sebelum akhir 
tahun. Dengan masih ber-
langsungnya musim panen 
di sejumlah wilayah strate-
gis, Bulog akan terus meng-
optimalkan penyerapan 
hasil panen petani melalui 
sinergi yang semakin kuat 
bersama seluruh pemangku 
kepentingan.

Capaian ini sekaligus 
menjadi bukti nyata bahwa 
Indonesia semakin kokoh 
menuju kemandirian dan 
ketahanan pangan yang 
berkelanjutan. Di tengah 
berbagai tantangan global, 
Bulog hadir sebagai instru-
men negara yang memasti-
kan hasil kerja keras petani 
terserap secara optimal, ke-
sejahteraan petani mening-
kat, dan kebutuhan pangan 
masyarakat tetap terjamin.

“Keberhasilan serapan ini 
bukan hanya angka, tetapi 
wujud nyata keberpihakan 
negara kepada petani dan 
komitmen bersama dalam 
mewujudkan swasembada 
pangan nasional,” tutup 
Pimwil Jusri. RHT

Anwar Hafid menyam-
paikan hal tersebut men-
gikuti kunjungan kerja 
spesifik Komisi IX DPR RI 
dalam rangka penyerapan 
masukan terhadap RUU 
Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan kun-
jungan Komisi IX DPR 
RI menjadi momentum 
penting bagi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Ten-
gah untuk menyampaikan 
berbagai persoalan ketena-
gakerjaan yang dihadapi 
daerah yang menjadi salah 
satu tujuan investasi terbe-
sar di Indonesia.

“Kunjungan ini sangat 
kami nantikan dan kami 
butuhkan. Banyak per-
soalan di Sulawesi Tengah, 
terutama di bidang kete-
nagakerjaan, yang perlu 
menjadi perhatian dalam 
penyusunan RUU Ketena-
gakerjaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa 
meskipun Sulawesi Tengah 
memiliki pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan 
menjadi salah satu daerah 
tujuan investasi nasional, 

kondisi ketenagakerjaan 
masih menghadapi berba-
gai tantangan. Dari total 
angkatan kerja, sekitar 65 
persen masih berada di 
sektor informal.

Menurut dia, kondisi 
tersebut menjadi paradoks 
karena di Sulawesi Tengah 
terdapat sedikitnya tujuh 
kawasan industri yang 
menyerap sekitar 300 ribu 
tenaga kerja, namun ting-
kat penyerapan tenaga 
kerja lokal masih relatif 
rendah.

“Pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Tengah saat ini 
mencapai 8,9 persen dan 
berada di peringkat ketiga 
nasional. Namun, kata dia, 
tingginya pertumbuhan 
ekonomi tersebut belum 
sepenuhnya berbanding 
lurus dengan penurunan 
angka kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia berharap 
revisi Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dapat 
menghadirkan solusi yang 
lebih berpihak kepada 

daerah, khususnya dalam 
penguatan kewenangan 
pemerintah daerah untuk 
melakukan pengawasan 
ketenagakerjaan, terma-
suk terhadap penggunaan 
tenaga kerja asing di ka-
wasan industri.

Selain itu, ia juga mengu-
sulkan pembangunan Balai 
Latihan Kerja (BLK) ber-
taraf internasional di Su-
lawesi Tengah serta men-
dorong setiap investor dan 
kawasan industri untuk 
turut membangun fasilitas 
pelatihan tenaga kerja bagi 
masyarakat lokal.

Gubernur juga menyoro-
ti pentingnya penguatan 
regulasi terkait Kesela-
matan dan Kesehatan Kerja 
(K3). Ia mengatakan bahwa 
perusahaan-perusahaan 
yang beroperasi di ka-
wasan industri telah me-
nerima berbagai insentif 
dari pemerintah sehingga 
sudah sepatutnya mem-
berikan perhatian lebih 
terhadap perlindungan 
dan keselamatan tenaga 
kerja. ANT

“Selama ini perusahaan 
daerah di Sulteng belum 
tertarik berinvestasi bidang 
perkebunan durian. Pada-
hal bidang usaha ini san-
gat menjanjikan dari aspek 
bisnis, karena durian telah 
menjadi komoditas ekspor, 
sekaligus telah menjadi ko-
moditas unggulan nasio-
nal,” ujarnya. 

Hengky mengatakan 
membuka lahan perkebu-
nan durian 100 ribu hektare 
tidak terlalu berat, apabila 
program tersebut menjadi 
agenda bersama dengan 

pemerintah kabupaten di 
Sulteng. 

“Kami menawarkan ke-
pada pemerintah daerah 
perlu pembagian secara 
proposional disesuaikan 
dengan dengan ketersediaan 
lahan di 12 kabupaten di 
Sulteng. Kalau langkah itu 
diterapkan, menurut kami 
bisa terealisasi,” ucapnya. 

“Selain itu petani digerak-
kan untuk menanam durian 
di lahan pribadi yang sela-
ma ini belum dikelola, dan 
Apdurin berkomitmen siap 
mendampingi petani. 

Menurutnya tiap hek-
tar kebun durian rata-rata 
menghasilkan 10 sampai 18 
ton buah durian, bila petani 
intensif melalukan pera-
watan dan dikelola secara 
agroindustri.

Dengan jumlah sebanyak 
itu diperkirakan membu-
tuhkan sekitar 100 rumah 
kemas dan diperiksa dapat 
menyerap tenaga kerja seki-
tar 30 ribu-an. 

Menurut data Dinas Ta-
naman Pangan Hortikultura 
dan Perkebunan (TPHP), luas 
kebun durian di Sulteng saat 

ini baru sekitar 36 ribu hekta-
re, lalu 12 ribu hektare dian-
taranya sudah berproduksi. 

“Apdurin siap berkolabo-
rasi dengan pemda untuk 
percepatan penambahan 
kebun durian, karena du-
rian telah menjadi komo-
ditas unggulan nasional,” 
tuturnya. 

Ia menambahkan sejak 
Januari hingga Mei 2026 
Sulteng telah mengekspor 
durian beku 6.615 ton setara 
245 Kontainer ke Tiongkok, 
dengan nilai ekspor sebesar 
Rp490 miliar. ANT

SULTENG RAYA – Dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT 
Vale Indonesia Tbk,  di Jakarta, Selasa 
(2/6/2026), Perseroan  setuju untuk 
merombak jajaran Komisaris.

RUPST menerima pen-
gunduran diri Emily Olson 
sebagai Wakil Presiden Ko-
misaris dan Christopher 
McCleave sebagai Komis-
aris, serta menyampaikan 
apresiasi atas kontribusi 
keduanya selama masa ja-
batan masing-masing. 

Sebagai penggantinya, 
para pemegang saham meny-
etujui pengangkatan Kristina 
Gauthier sebagai Wakil Presi-
den Komisaris, Patricia Renee 
Pegues sebagai Komisaris, 
dan Adam MacMillan seba-
gai Komisaris.

Perubahan komposisi 
pengurus ini mencerminkan 
komitmen PT Vale untuk 
memperkuat fondasi kepe-
mimpinan yang adaptif, 
berintegritas, dan mampu 
menjawab tantangan in-
dustri mineral kritis yang 
semakin dinamis, sekaligus 
memastikan kesinambun-
gan transformasi dan pen-
gembangan proyek-proyek 
strategis Perseroan.

Dengan pengangkatan 
ini, susunan lengkap Direksi 

dan Dewan Komisaris PT 
Vale adalah sebagai berikut:

Direksi; Presiden Direktur 
dan Chief Executive Officer 
- Bernardus Irmanto, Wakil 
Presiden Direktur dan Chief 
Operation and Infrastruc-
ture Officer - Abu Ashar, 
Direktur dan Chief Human 
Capital Officer - Heriyanto 
Agung Putra, Direktur dan 
Chief Sustainability and 
Corporate Affairs Officer 
– Budiawansyah, Direktur 
dan Chief Financial Offi-
cer - Rizky Andhika Putra, 
Direktur dan Chief Project 
Officer - Muhammad Asril, 
Direktur dan Chief Strategy 
and Technical Officer - Sla-
met Sugiharto.

Selanjutnya, Dewan Ko-
misaris; Presiden Komisa-
ris - F.S. Multhazar, Wakil 
Presiden Komisaris - Kris-
tina Gauthier, Komisaris 
- Patricia Renee Pegues, 
Adam MacMillan, M. Jas-
man Panjaitan, Katherina 
Anggela Oendun, Shiro 
Imai. Komisaris Independen 
– Rudiantara, Retno Marsu-

di, Marita Alisjahbana.
PT Vale akan mematuhi 

seluruh ketentuan dan pe-
raturan yang berlaku terkait 
perubahan susunan Dewan 
Komisaris.

Selain itu, sesuai dengan 
praktik Perseroan di masa 
lalu, Perseroan mengusul-
kan menyetujui pemberian 
wewenang kepada Dewan 
Komisaris, dengan terle-
bih dahulu mendapatkan 
rekomendasi dari Komite 
Tata Kelola, Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan, un-
tuk menetapkan honorari-
um Tahun Buku 2026 dan 
kebijakan terkait pengha-
silan lain selain honorari-
um Tahun Buku 2025, bagi 
anggota Dewan Komisaris 
Perseroan; serta gaji dan 
tunjangan Tahun Buku 2026 
bagi anggota Direksi.

Terakhir, RUPST meny-
etujui penunjukan Yusron 
Fauzan dan Kantor Akun-
tan Publik Rintis, Jumadi, 
Rianto & Rekan (anggota 
PricewaterhouseCoopers) 
yang terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan sebagai au-
ditor independen untuk 
mengaudit Laporan Keuan-
gan Perseroan tahun buku 
yang berakhir 31 Desember 
2026 serta audit laporan 
keuangan lainnya jika di-
perlukan. RHT

RUPST PT Vale di Jakarta, Selasa (2/6/2026). FOTO: DOK. PT VALE
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Kegiatan yang berlangs-
ung penuh keakraban terse-
but mempertemukan kelu-
arga besar Purna Paskibraka 
Indonesia Sulawesi Tengah 
dengan para calon anggota 
Paskibraka Tahun 2026. 

Acara ini menjadi wadah 
untuk memperkuat silatu-
rahmi, berbagi pengalaman, 
serta memberikan motivasi 
kepada generasi muda yang 
tengah menjalani proses 
seleksi dan pembinaan seba-
gai calon pasukan pengibar 
bendera pusaka.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut Kepala Badan Ka-
rantina Nasional, Abdul 
Kadir Karding, Kepala Balai 
Karantina Hewan, Ikan, 
dan Tumbuhan Sulawesi 
Tengah, Ahmad Mansuri 
Alfian, jajaran kementerian 
di Provinsi Sulawesi Ten-
gah, pengurus PPI Sulawesi 
Tengah, serta para calon 
anggota Paskibraka Tahun 
2026.

Dalam sambutannya, Ket-
ua Diah menyampaikan rasa 
bangga dan apresiasinya 
kepada seluruh anggota PPI 
maupun calon Paskibraka 
yang telah menunjukkan 
komitmen, kedisiplinan, dan 
semangat untuk mengabdi 
kepada bangsa melalui Pas-
kibraka.

Menurut Ketua Diah, ke-
sempatan menjadi Paski-
braka merupakan sebuah 

prestasi yang tidak dimiliki 
oleh semua orang. Mereka 
yang terpilih merupakan 
putra-putri terbaik yang 
mendapatkan kepercayaan 
untuk membawa nama baik 
sekolah, daerah, dan bangsa. 

“Saya merasa bangga 
dapat berada di tengah-ten-
gah keluarga besar Purna 
Paskibraka Indonesia Su-
lawesi Tengah. Adik-adik 
calon Paskibraka harus 
menyadari bahwa kalian 
adalah generasi pilihan yang 
telah melalui berbagai ta-
hapan seleksi. Kepercayaan 
ini harus dijaga dengan 
baik,” ungkap Ketua Diah.

Sebagai seorang purna 
Paskibraka, Ketua Diah 
mengaku memahami berba-
gai tantangan yang dihadapi 
selama proses pembinaan. 

Karena itu, dirinya ingin 
terus hadir memberikan 
dukungan dan semangat 
kepada generasi penerus 
agar tetap optimistis dan 
mampu menyelesaikan se-
luruh tahapan dengan baik.

Ketua Diah juga men-
gingatkan bahwa setiap 
proses yang dijalani saat ini 
akan memberikan pelajaran 
berharga yang bermanfaat 
dalam kehidupan di masa 
mendatang.

“Latihan yang berat, rasa 
lelah, dan berbagai tantan-
gan yang kalian hadapi hari 
ini akan berlalu. Namun 

PERTEMUAN para Purna Paskibraka yang digelar oleh PPI Sulteng bersama para calon Paskibraka  
sebagai ajang keakraban. FOTO:PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

PPI Sulteng Gelar 
Silaturahmi 

Purna Paskibraka

SULTENG RAYA- Ketua Tim Penggerak 
(TP) PKK Kota Palu, Diah Puspita, meng-
hadiri kegiatan pertemuan dan silaturahmi 
bersama Purna Paskibraka Indonesia (PPI) 
Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di 
Food Court Vatulemo, Kota Palu, Rabu 
(3/6/2026).

pengalaman menjadi Pas-
kibraka akan selalu melekat 
dan menjadi kebanggaan 
sepanjang hidup. Nilai-nilai 
yang kalian peroleh selama 
proses ini akan menjadi 
bekal yang sangat penting 
untuk masa depan,” tutur 
Ketua Diah.

Lebih lanjut, Ketua Diah 
menekankan bahwa Pas-
kibraka memiliki peran 
penting dalam membentuk 
karakter generasi muda 
yang berintegritas, disiplin, 
bertanggung jawab, serta 
memiliki jiwa kepemimpi-
nan dan nasionalisme yang 
kuat. Menurut Ketua Diah, 
menjadi Paskibraka bukan 
hanya tentang kemampuan 
mengibarkan bendera atau 
keterampilan baris-berbaris, 
tetapi juga tentang bagai-
mana membangun karakter 
dan sikap yang mampu 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat, daerah, dan 
negara.

“Jadilah generasi yang 
mampu menjaga nama baik 
sekolah, daerah, dan bangsa. 
Paskibraka mengajarkan 
banyak hal, mulai dari di-
siplin, loyalitas, kerja sama, 
kepemimpinan, hingga rasa 
cinta tanah air. Nilai-nilai in-
ilah yang harus terus dijaga 
dan diterapkan dalam ke-
hidupan sehari-hari,” tegas 
Ketua Diah.

Melalui kegiatan tersebut, 
diharapkan terjalin hubun-
gan yang semakin erat an-
tara para purna paskibraka 
dan calon anggota Paski-
braka, sekaligus memper-
kuat semangat kebersamaan 
dalam mencetak generasi 
muda Sulawesi Tengah yang 
berprestasi, berkarakter, dan 
memiliki komitmen kuat 
untuk mengabdi kepada 
bangsa dan negara. ABS

SULTENG RAYA- Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
terus memperkuat kiprah-
nya di tingkat internasional 
melalui partisipasi dalam 
League of Tropical Univer-
sities (LTU) Summit 2026 
yang berlangsung di Hainan 
University, Tiongkok, pada 
18–21 Mei 2026. Pertemuan 
ini dihadiri oleh lebih dari 
100 universitas dan lemba-
ga dari berbagai negara di 
kawasan tropis. 

Dalam sesi pembukaan, 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., 
memperkenalkan berba-
gai program pembangunan 
Sulawesi Tengah, terma-
suk Program Berani Cer-
das, yang bertujuan untuk 
meningkatkan akses dan 
kualitas pendidikan bagi 
masyarakat. 

Di sela-sela kegiatan, Gu-
bernur Sulawesi Tengah 
juga melakukan pertemuan 
dengan Gubernur Provin-
si Hainan dan Presiden 
Hainan University untuk 
membahas peluang kerja 
sama di bidang pendidikan, 
riset, teknologi, serta pen-
gembangan sumber daya 
manusia.

Delegasi Untad terdiri 
dari Rektor Prof. Dr. Ir. 

Amar ST.,MT dan Wakil 
Rektor Bidang Perencanaan 
dan Kerja Sama Dr.sc.agr. 
Aiyen, M.Sc memperkuat 
jejaring kerja sama interna-
sional, termasuk penanda-
tanganan Memorandum of 
Agreement (MoA) dengan 
Hainan University untuk 
mendirikan Tropical Aqua-
culture Science and Techno-
logy Demonstration Center 
(TASTDC) di Universitas 
Tadulako.

Kerja sama ini diharapkan 
dapat mendukung pengem-
bangan riset dan inovasi 
dalam akuakultur tropis di 
Sulawesi Tengah. Kegiatan 
tersebut juga dihadiri dan 
dipimpin oleh Gubernur 
Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan terse-
but, Dr. Aiyen Tjoa juga 
tampil sebagai pembicara 
dalam forum internasional 
mengenai industri kelapa 
sawit tropis berkelanjutan, 
sekaligus mempromosikan 
hasil riset Indonesia kepada 
komunitas akademik global.

Keikutsertaan Untad 
dalam LTU Summit 2026 
semakin memperkuat posisi 
universitas sebagai salah 
satu perguruan tinggi ter-
kemuka di Indonesia Timur 
yang aktif berkontribusi 

REKTOR Prof. Dr. Ir. Amar ST.,MT saat tampil di League of Tropical Universities (LTU) Summit 2026 yang berlangsung di Hainan Uni-
versity, Tiongkok, pada 18–21 Mei 2026. FOTO: HUMAS

Untad Perkuat Jejaring Global di LTU 
Summit 2026 di Hainan University

SULTENG RAYA- Badan 
Riset dan Inovasi Daerah 
(BRIDA) Kota Palu resmi 
menerbitkan Buku Panduan 
Lomba Inovasi Award Ting-
kat Kota Palu Tahun 2026 
sebagai acuan bagi masyara-
kat yang ingin berpartisipasi 
dalam ajang penghargaan 
inovasi tingkat daerah ter-
sebut.

Penyusunan buku pandu-
an ini bertujuan untuk mem-
berikan informasi yang jelas 
dan terarah mengenai meka-
nisme pelaksanaan lomba, 
mulai dari persyaratan pe-
serta, kategori lomba, tata 
cara pengajuan proposal, 
hingga proses penilaian dan 
pemberian penghargaan.

Lomba Inovasi Award 
Kota Palu Tahun 2026 men-
gusung tema “Bersinergi 
dan Berkolaborasi Dalam 
Kreasi Inovasi, Menuju Palu 
Mantap Berkelanjutan.” 
Tema tersebut sejalan den-
gan upaya Pemerintah Kota 
Palu dalam mendorong 
lahirnya berbagai inovasi 
yang mampu meningkatkan 
daya saing, kemandirian, 
dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat.

Kepala BRIDA Kota Palu 
Didi Bakran, S.H., M.Si me-
lalui tim penyusun buku 
panduan menjelaskan bah-
wa kegiatan ini merupakan 
bentuk apresiasi pemerin-
tah kepada para inovator 
yang telah menghasilkan 
berbagai temuan, karya, 
maupun pengembangan 
produk yang bermanfaat 
bagi masyarakat.

Selain memberikan peng-
hargaan, para pemenang 
nantinya juga akan mem-
peroleh pembinaan dan 

SULTENG RAYA- Dinas 
Komunikasi, Informatika, 
Persandian dan Statistik 
(Diskominfosantik) Provinsi 
Sulteng menggelar kegiatan 
Pendampingan (Desk) Sis-
tem Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasio-
nal-Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat 
(SP4N-LAPOR) serta Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) bagi 
perangkat daerah lingkup 
Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah, di Ruang 
Rapat Diskominfosantik 
Sulteng, Senin (2/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan 
memperkuat kapasitas ope-
rator SP4N-LAPOR dan 
admin PPID dalam mening-
katkan kualitas pengelolaan 
pengaduan masyarakat serta 
pelayanan informasi publik 
yang transparan, akuntabel, 
dan responsif.

dalam bidang pendidikan, 
penelitian, dan pemban-

gunan berkelanjutan di ka-
wasan tropis.*ENG
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BRIDA Kota Palu Terbitkan Buku 
Panduan Lomba Inovasi Award 2026

dan dapat menjadi oleh-oleh 
khas Kota Palu. Sementara 
itu, kategori Teknologi Te-
pat Guna (TTG) difokuskan 
pada inovasi yang mampu 
memberikan solusi terhadap 
persoalan lingkungan, khu-
susnya pengelolaan sampah 
yang inovatif dan berkelan-
jutan.

Pendaftaran dan peneri-
maan proposal telah dibuka 
sejak akhir Mei 2026 dan 
akan berlangsung hingga 
minggu ketiga Juli 2026. Se-
lanjutnya, peserta akan men-
gikuti tahapan verifikasi, 
seleksi, presentasi, hingga 
penetapan pemenang yang 
dijadwalkan berlangsung 
pada Agustus 2026.

Sebagai bentuk apresiasi, 
para pemenang pada ma-
sing-masing kategori akan 
memperoleh piala, piagam 
penghargaan, serta uang 
pembinaan dengan total 
hadiah jutaan rupiah.

Melalui  pelaksanaan 
Lomba Inovasi  Award 
Tahun 2026, Pemerintah 
Kota Palu berharap semakin 
banyak inovasi masyarakat 
yang lahir dan berkembang 
sehingga mampu membe-
rikan manfaat nyata bagi 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta mendu-
kung terwujudnya Kota 
Palu yang inovatif dan ber-
kelanjutan.

Masyarakat yang ingin 
mengetahui informasi lebih 
lengkap mengenai persy-
aratan, jadwal, tata cara 
pengajuan proposal, serta 
formulir pendaftaran dapat 
mengunduh Buku Panduan 
Lomba Inovasi Award Ting-
kat Kota Palu Tahun 2026 di 
bawah. *ENG

pendampingan untuk men-
gembangkan inovasi yang 
dihasilkan agar memiliki 
dampak yang lebih luas dan 
berkelanjutan.

Pada tahun ini, Lomba 
Inovasi Award Kota Palu 
dibuka dalam dua kategori, 
yakni Kategori Kuliner dan 
Kategori Teknologi Tepat 
Guna (TTG). Peserta dapat 

berasal dari seluruh lapisan 
masyarakat Kota Palu, ter-
masuk pelajar dan mahasis-
wa, baik secara perorangan 
maupun kelompok.

Untuk kategori Kuliner, 
peserta diharapkan meng-
hadirkan inovasi yang men-
gangkat potensi bahan baku 
lokal menjadi produk ung-
gulan yang bernilai ekonomi 

KEGIATAN Pendampingan (Desk) Sistem Pengelolaan Pengadu-
an Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (SP4N-LAPOR) oleh Diskominfosantik Provinsi Sul-
teng, Senin (2/6/2026). FOTO: DISKOMINFOSANTIK SULTENG

Diskominfosantik Sulteng Perkuat 
Pengelolaan SP4N-LAPOR Perangkat Daerah

Kepala Bidang Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Diskominfosantik Pro-
vinsi Sulawesi Tengah, 
Fikri, menegaskan bahwa 
optimalisasi pengelolaan 

SP4N-LAPOR dan PPID 
merupakan langkah stra-
tegis dalam mendukung 
keterbukaan informasi dan 
peningkatan kualitas pela-
yanan publik.

“Melalui kegiatan pen-
dampingan ini, kami ber-
harap seluruh perangkat 
daerah semakin optimal 
dalam mengelola pengadu-
an masyarakat dan mem-
berikan layanan informasi 
publik yang berkualitas. 
Penguatan SP4N-LAPOR 
dan PPID menjadi bagian 
penting dalam mewujudkan 
pemerintahan yang terbuka, 
partisipatif, dan berorientasi 
pada pelayanan publik,” 
ujar Fikri.

Peserta yang hadir berasal 
dari berbagai perangkat 
daerah, antara lain Dinas 
Pariwisata, Dinas Kelautan 
dan Perikanan, Dinas Ko-
perasi dan UKM, Sekretariat 
DPRD, Badan Pendapatan 
Daerah, Satpol PP, RSUD 
Undata, Dinas Lingkungan 
Hidup, BPBD, Bappeda, 
Disdukcapil, Dinas Kebuda-
yaan, dan sejumlah instansi 

lainnya.
Dalam pendampingan ter-

sebut, peserta mendapatkan 
arahan teknis mengenai tata 
kelola pengaduan melalui 
aplikasi SP4N-LAPOR, mu-
lai dari penerimaan, tindak 
lanjut, hingga penyelesaian 
laporan masyarakat. Selain 
itu, peserta juga dibimbing 
terkait pemutakhiran data 
dan dokumen PPID serta 
pemenuhan standar lay-
anan informasi publik pada 
masing-masing perangkat 
daerah.

Melalui kegiatan ini, 
pengelolaan SP4N-LAPOR 
dan PPID di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah diharapkan 
semakin efektif, profesional, 
dan sesuai ketentuan yang 
berlaku, sehingga mampu 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap lay-
anan pemerintah.*ENG


